
PEREMPUAN DAN 
HUKUM
DISKUSI SJP KE-9
YJP PRESS 2014



Gathering Sahabat Jurnal Perempuan ke-9 diadakan 
pada tanggal 29 November 2014 di rumah kediaman 
Melli Darsa, Dewan Pembina YJP.  Acara ini meru-
pakan acara silahturahmi antar anggota SJP dan seka-
ligus diisi bincang-bincang menarik seputar masalah 
gender di Indonesia.  Kali ini mengangkat tema Perem-
puan dan Hukum di Indonesia.
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DISKUSI
Gadis Arivia (Moderator): 

Selamat pagi teman-teman semuanya, para sahabat Jurnal Perem-
puan. Terima kasih terutama kepada mbak Melli, anggota dari board 
kita di Jurnal Perempuan yang menyediakan kediamannya untuk 
diskusi kita kali ini. Juga terima kasih kepada Rocky Gerung, man-
tan anggota board, tetapi masih sangat aktif di Jurnal Perempuan. 
Pagi ini kita akan membicarakan hal yang sebetulnya cukup berat 
dan juga cukup membuat frustasi banyak kalangan perempuan, 
karena sepertinya masalah hukum dan perempuan tidak begitu 
maju. Banyak hal yang sebetulnya ingin dibahas tentang hukum dan 
perempuan yang masih belum maju, antara lain kita tau Undang-

Undang Perkawinan kita masih mengalami begitu banyak tantan-
gan, struggle, jadi ada keinginan untuk merevisi atau mengevaluasi 
tentang UU Perkawinan kita, itu salah satu masalah kita. Kalau kita 
berbicara masalah hukum dan perempuan juga terkait dengan 
undang-undang lain, seperti t-shirt yang saya pakai ini “love is love”, 
ini untuk hari transgender yaitu tanggal 20 November. Kebetulan 
waktu itu saya bicara pada hari transgender. Masalahnya juga sama 
dengan perempuan, tapi lebih mengenaskan karena mereka sama 
sekali tidak dilindungi hukum. Karena tidak ada hukum yang me-
lindungi mereka untuk menikah sesama jenis tentunya berimplikasi 
pada banyak hal, soal anak, soal warisan dsb. Hari ini sampai tang-
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gal 10 Desember kita juga memperingati hari anti kekerasan terha-
dap perempuan. Untungnya kita sudah punya beberapa perangkat 
hukum, KDRT, yang saya ingat dulu perjuangannya juga sangat 
lama, mungkin sekitar 5 tahun hanya untuk ditandatangani oleh 
Presiden Megawati. Dan itu pun di akhir masa-masa pemerintahan-
nya setelah diancam oleh kelompok perempuan, akhirnya, dia tanda-
tangani juga. Sayat tidak berpanjang-panjang, saya serahkan pada 
dua ahli kita, yaitu mbak Melli Darsa dan kepada Rocky Gerung, 
karena minoritas, kita hargai yang minoritas untuk berbicara duluan, 
silahkan Rocky Gerung.

Rocky Gerung (Pembicara 1):

Selamat pagi teman-teman. Saya mau bercakap-cakap tentang satu 
soal yang selalu menjadi pertanyaan awal, yaitu apa pentingnya 
mengulas kembali posisi perempuan di dalam hukum? Bukankah ka-
limat pertama dari setiap rumusan pasal adalah barang siapa. Jadi 
sebetulnya ungkapan itu netral, imparsial. Tetapi kemudian ada gu-
gatan dari feminis, kata barangsiapa sebetulnya, di belakang istilah 
itu, ada sejarah panjang tentang penyingkiran perempuan. Jadi 
saya mau coba menerangkan dengan cara seksama dan sesingkat-
singkatnya. Apa sebetulnya yang terjadi dalam sejarah hukum? Ka-
lau apa yang terjadi di dalam praktek hukum itu adalah keahlian 
Melli Darsa. Dulu rumah orang Yunani ada pembagian secara fung-
sional, ada ruang tamu, ada ruang laki-laki, dan ada ruang perem-
puan.  Yang disebut ruang perempuan sebetulnya disitu diolah kebu-
tuhan seluruh rumah, aturan ada disitu, juga bahan makanan. Jadi 
ruang perempuan selalu dianggap sebagai ruang distribusi keadi-
lan. Tetapi kemudian dalam perkembangan sosial, laki-laki merasa 
aktivitasnya terlalu sempit terbatas di ruang rumah. Maka dia mulai 
menganggap bahwa pertukaran barang itu harus juga terjadi di luar 

rumah, yaitu di pasar, kira-kira 200 meter dari rumah, biasanya dise-
but Agora, itu pasar. Kita lihat bahwa kemudian apa yang disebut 
justice, yang tadinya diatur di dalam rumah, di dalam ruang ke-
luarga oleh perempuan, pindah diatur di luar rumah, yaitu di pasar, 
di market. Jadi perlahan-lahan sebetulnya keadilan itu dipindahkan 
dari rumah ke publik. Itu kemudian yang berakibat bahwa seluruh 
aktivitas hukum itu, menjadi aktivitas publik. Karena yang berda-
gang yang di luar rumah itu adalah laki-laki dan laki-laki, maka apa-
bila terjadi percekcokan apalagi perkelahian, harus ada hukum 
yang mengaturnya. Jadi hukum sebetulnya mulai dari situ yaitu men-
gatur perselisihan diantara dua laki-laki yang berdagang di luar ru-
mah. Jadi aktivitas hukum dari awal adalah aktivitas publik. Padahal 
sebetulnya, justice itu adanya di rumah. 

Jalan pikiran berikutnya adalah bila terjadi kekerasan di dalam ru-
mah, hukum jadi buta huruf. Sebab hukum tidak lagi mengenal 
bahwa ada yang disebut delik di dalam rumah, dianggap itu urusan 
privat. Kita bayangkan bahwa 25 abad kemudian baru hukum kem-
bali untuk mengenali jenis delik yang ada di kamar itu, di ruang 
tamu, di dapur. Jadi KDRT itu adalah upaya untuk bring the justice 
into home yang dirampas oleh peradaban laki-laki. Anda bayangkan 
bahwa seluruh pekerjaan itu membutuhkan energi, pemberontakan, 
emansipasi, teori filsafat, teori ekonomi, teori hukum baru. Di 
Amerika misalnya baru pada amandemen ke-15 ada pengakuan 
hak untuk memilih (vote) perempuan, itu belum 100 tahun lalu. Jadi 
kita lihat sebetulnya bahwa hukum dari awal memanipulasi relasi itu 
untuk kepentingan yang kemudian kita sebut secara generik kepent-
ingan laki-laki. Sekarang hasil dari capaian perjuangan perempuan 
itu belum maksimal. Masih ada upaya untuk merumuskan ulang, 
apa yang disebut dengan delik perkosaan. Jadi terus-menerus kita 
berupaya untuk memberitahu pada nurani kita atau pada hati nurani 
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Rocky Gerung: Saatnya ethics of 
Care di dalam hukum 

publik bahwa ada yang tidak adil di dalam rumusan hukum. Ka-
lau disebut subjek hukum itu barangsiapa, yang disebut barang-
siapa adalah seorang laki-laki, dewasa, heterosex, kulit putih. Ka-
lau anda seorang perempuan, anda harus subjek hukum walau-
pun verbatim kalimat itu mengatakan anda berhak, tapi kultur 
mengatakan anda baru menjadi setengah subjek hukum. 

Misalnya, ketika orang bikin kontrak, lalu orang iseng tanya, 
‘rekening suami anda berapa, anda mau membuat kontrak saya 
takut anda tidak bisa bayar’, padahal suaminya menganggur. 
Tapi tetap mindset dari hukum menganggap subjek perempuan 
tidak mungkin otonom dalam mengambil keputusan untuk 
menghasilkan pacta sun servanda, berkontrak secara bebas. 
Jadi kita lihat bahwa dari awal hukum itu diskriminatif dalam mind-
set low giver atau di dalam mindset teori hukum. 

Teori hukum feminis adalah upaya untuk redistribusi keadilan itu 
supaya orang merasa menikmati hukum, bukan karena hak yang 
dirumuskan seluruhnya dengan rasio. Hak itu selalu dirumuskan 
secara rasional. Semua orang dianggap berhak karena semua 
orang punya kemampuan rasionalitas. Bukan sekedar hak tetapi 
juga care. Hukum ditulis berdasarkan ethics of right. Perempuan 
menginginkan agar supaya pengalaman perempuan juga diper-
timbangkan secara sangat serius sebagai sumber hukum baru. 
Bukan berdasarkan ethics of right tetapi ethics of care. Sebab 
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cara kita merumuskan pengetahuan termasuk pengetahuan hukum, 
selalu mengandalkan ilmu pengetahuan itu tumbuh dari kemam-
puan reasoning manusia. Padahal yang disebut kemampuan reason-
ing sebetulnya adalah kemampuan berpikir ala laki-laki. Kita tau dari 
studi feminis, bahwa perempuan pengetahuannya tumbuh senafas, 
seadab dengan pengalaman ketubuhannya. Soal yang paling 
genting sebetulnya adalah memahami bahwa pengalaman perem-
puan adalah pengalaman yang menyatu dengan seluruh sejarah 
hidupnya. Laki-laki hanya berpikir menghasilkan pengetahuan den-
gan kepala. Perempuan menghasilkan pengetahuan dengan selu-
ruh tubuhnya. Karena itu istilah kekerasan, pada laki-laki secara fisik 
ada luka, pada perempuan dibekaskan oleh pengalaman hidupnya. 
Seluruh tubuh perempuan adalah lokasi kekerasan. Kekerasan 
ekonomi misalnya,  Kalau ada laki-laki dia menganggap, ‘saya pasti 
jadi CEO’, itu lebih mudah mengucapkan itu daripada perempuan 
mengucapkan itu, ‘saya juga bisa jadi CEO’. Karena bagi laki-laki itu 
sudah jalurnya, buat perempuan dia bisa jadi CEO tapi kultur laki-
laki adalah plafon yang menutup sampai dia bisa kesitu, hanya se-
dikit perempuan yang bisa menerobos langit-langit glass itu. 

Melli Darsa adalah contoh yang sangat ekstrim sebetulnya untuk 
bisa mencapai disitu. Dan pada saat dia mau masuk lebih tinggi 
lagi, yaitu mau mengorganisir justice melalui fasilitas politik, KPK 
misalnya, anda lihat betapa banyak hambatan kultural waktu Melli 
Darsa mendaftarkan diri untuk langit-langit kaca yang didominasi 
oleh patriarki. 

Jadi pertempuran pikiran bukan sekedar diinginkan oleh feminisme 
untuk merevisi cara hukum melihat delik, cara hukum melihat ken-
yataan, tetapi juga dalam rangka memperluas ethics of care. Keadi-
lan sebetulnya diproduksi dari rumah perempuan. tapi kemudian 

diambil alih oleh institusi-institusi laki-laki. Kita sebetulnya dari rahim 
perempuan, tapi begitu kita lahir, kita diambil secara otoriter oleh ra-
him laki-laki. Rahim laki-laki itu adalah rapat politik, lobi-lobi bisnis 
pakai sogokan. Aturan-aturan yang membuat keadilan itu pindah 
menjadi transaksi. Setelah lahir dari rahim perempuan, pindah ke ra-
him laki-laki. Rahim ayah yang mengatur bahwa si anak memakai 
nama ayahnya. Bahwa pembagian harta nanti adalah menguntung-
kan laki-laki dibanding perempuan, pada hukum waris Islam mis-
alnya, perempuan dapatnya ½ dari hak laki-laki. 

Kita lihat begitu banyak kasus yang membuat kita percaya ada sesu-
atu yang masih tidak adil di dalam sistem atau filosofi abad modern. 
Itu sebetulnya yang membuat Jurnal Perempuan terus melakukan 
advokasi, sambil menulis dengan tajam, upaya untuk perubahan 
paradigma di dalam ilmu hukum. Kalau di Amerika, praktek hukum 
itu menghasilkan teori hukum, teori hukum itu memperkuat ulang 
praktek hukum. Disini kurang terjadi, apalagi ada soal LGBT. De-
mokrasi itu dimaksudkan untuk mengakui segala jenis pengalaman 
warga negara., harus memperoleh perlindungan dan pengakuan 
oleh negara. Negara tidak boleh member semacam judgement 
moral bahwa ini perilaku buruk, ini perilaku benar, ini perilaku sesat, 
ini perilaku suci, itu bukan wilayah negara. Negara bukan polisi 
moral. Tidak bisa menganggap orientasi seksual seseorang harus 
diatur berdasarkan desain negara. Kalau demokrasi dimaksudkan 
melayani segala jenis pengalaman. Sekarang ada pengalaman 
baru, yaitu intimacy antara citizen yang hanya bisa dinikmati, mung-
kin di toilet, atau di kamar hotel yang tertutup. Karena tidak het-
eroseksual, padahal pengalaman seksualitas tidak hanya yang het-
eroseksual. Hukum kita belum sampai disitu. Perjalanannya akan 
panjang sebab akan ada intervensi dari kultur, intervensi dari 
agama, intervensi dari very structure of patriarchal politic, dst. Untuk 
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menghalangi orang menikmati secara merdeka pilihan ekspresi men-
talnya, pilihan ekspresi seksualnya, pilihan ekspresi fashion. Hukum 
sebetulnya dipalsukan oleh kepentingan patriarki, oleh arogansi laki-
laki. 

Kita ingin agar keangkuhan, pameran-pameran kesolehan, dimana 
orang dilihat apakah dia beribadah secara sempurna atau tidak, ti-
dak lagi menjadi ukuran. Tapi yang peru dilihat apakah orang itu 
bayar pajak secara proporsional atau tidak. Jadi kita melihat semua 
dalil hukum sebenarnya mulai diambil alih oleh dalil moral. Dan dalil 
moral itu kadangkala hanyut mungkin oleh pemilih mayoritas. Ba-
haya dari hukum apabila dia ditafsirkan secara mayoritarianisme. Se-
luruh tafsir mayoritarianisme adalah tafsir patriarki. Jadi saya kira itu 
pengantarnya. Nanti kita bercakap-cakap. Rumah Yunani awalnya 
begini sebelum dikotak-kotak oleh patriarki. Dan tempat diskusi ini 
memiliki arsitektur yang sangat feminis, ada rasa nyaman, aman, be-
tah, dan kalau boleh bisa ngobrol-ngoborol dua minggu di sini. Jadi 
alam member kita semacam ethics bahwa menata arsitektur juga 
memperlihatkan apakah penghuninya seorang feminis atau bukan. 
Terima kasih.

Melli Darsa (Pembicara 2): 

Selamat pagi semuanya pada sahabat Jurnal Perempuan yang 
hadir disini di rumah saya. Saya ini sebenarnya mungkin masih ter-
masuk orang baru yang masuk di komunitas ini. Saya rasa mungkin 
interaksi pertama saya dengan Jurnal Perempuan waktu Mariana 
meminta wawancara sebagai salah satu calon pimpinan KPK. Jadi 
waktu itu mungkin saya menarik perhatian banyak orang, bahkan 
saya dituduh beberapa orang mencari sensasi. 

Sedikit background, mungkin saya memang agak nervous disini 
karena saya bukan ahli gender bukan juga ahli feminism and law, 
mungkin saya memang ahli hukum dan praktisi hukum. Saya sendiri 
merupakan lulusan Fakultas Hukum UI dan Harvard Law School. 
Waktu kecil saya seperti Gadis, anak orang Deplu, jadi banyak di 
luar, di Amerika juga dan di Swiss. Waktu itu saya sempat juga 
kayak Gadis tinggal di D.C terus saya kuliah di Georgetown Univer-
sity. Kemudian ayah saya meninggal dan saya kembali. Dan pada 
saat itu nasib yang membawa saya untuk berkenalan dengan lem-
baga LP3ES yang memperkenalkan saya pada yayasan LBH Indo-
nesia, waktu itu usia saya 18 tahun. Dan saya waktu itu sebenarnya 
pengangguran, karena waktu saya pulang belum tau mau apa. Seko-
lah berhenti ditengah jalan, belum tau mau ngapain, tadinya ber-
harap bisa kembali ke Amerika. 

Saya orangnya tidak pernah senang diam. Dulu waktu saya liburan 
pada waktu masih bersama orang tua saya, saya magang di PBB di 
Swiss. Kebetulan saya lulus SMA nya muda 16 tahun. Waktu itu 
saya diperkenalkan dengan orang-orang yang kemudian menjadi 
orang-orang yang turut punya andil dalam proses reformasi di ne-
gara ini. Saya tidak tahu bahwa ternyata yayasan LBH itu adalah 
sentral orang-orang yang berkumpul dengan berbagai pemikiran. 
Oleh karena itu, saya menjadi tertarik dengan bidang hukum dan 
masuklah saya ke FH UI. Kemudian saya setelah itu harus realistis 
dan pas lulus saya masuk ke law firm. 

Kalau kita bicara tentang praktik hukum, ibu-ibu atau teman-teman 
banyak yang tau profesi pengacara yang berjuang untuk keadilan, 
itu namanya litigator.  Tapi sebenarnya profesi hukum ini tidak hanya 
di dalam pengadilan, karena pengadilan itu bila ada sengketa ingin 
diselesaikan secara hukum dan prosesnya terbuka. Tetapi sebe-
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Melli Darsa: Kita perlu hukum 
yang berkeadilan gender

narnya masalah hukum itu terjadi dalam berbagai skala interaksi. 
Maaf saya banyak cerita dulu soalnya untuk menjelaskan konteks 
presentasi saya. Jadi pada dasarnya saya masuk ke profesi di-
mana membantu para pihak untuk melakukan kegiatan-kegiatan 
khususnya di bidang ekonomi, dan membantu mereka untuk me-
lakukan negosiasi dan perjanjian-perjanjian, dan bahkan tujuan 
kita menghindari sedapat mungkin terjadinya sengketa. Jadi jus-
tru kita tidak berhasil kalau hasil perjanjian kita itu malah berakhir 
di pengadilan, tapi tentunya kita harus mengantisipasi itu. Jadi 
yang kita lakukan adalah justru membantu kegiatan-kegiatan 
ekonomi agar dapat dilakukan dengan cara yang menguntung-
kan para pihaknya mendapatkan manfaat dan keuntungan. Dan 
juga turut menciptakan dalam hal pekerjaan, usaha baru. Jadi 
saya ini adalah orang yang membantu transaksi-transaksi 
khususnya di bidang keuangan, pasar modal, dan juga perusa-
haan. 

Saya juga termasuk orang yang membantu restrukturisasi waktu 
zaman reformasi, banyak bank yang mengalami kesulitan, saya 
membantu bank untuk menjadi bank yang kuat, seperti bank 
Mandiri waktu itu, saya yang mendirikan pertama kali akte itu. 
Ada orang yang marah dengan tindakan saya yang membangun 
bank fountain yang akhirnya akan mempailitkan yang diba-
wahnya, tetapi semua aset bagusnya akan ke atas. Dalam hal itu 
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saya rasa, pengalaman pertama kita dari suatu interaksi. Khususnya 
misalnya saya yang dari hukum berkaitan dengan advocacy. Jadi 
walaupun kehidupan saya sangat sibuk dengan pekerjaan-
pekerjaan yang menyentuh civil society. 

Saya menyadari bahwa terlepas dari sudah terjadinya banyak per-
baikan sesudah reformasi, banyak sekali sebenarnya perubahan 
dan perbaikan peraturan. Dan juga upaya untuk membenahi hukum. 
Bahkan hari ini pun di 2014, saya rasa ternyata perjalanan 
khususnya berkaitan dengan hukum itu masih sangat amat panjang. 
Dan kemudian dengan saya berinteraksi dengan bu Gadis dan 
teman-teman Jurnal Perempuan, saya melihat sekali bahwa ada 
masalah-masalah Jurnal Perempuan yang juga sangat perlu untuk 
mendapatkan perhatian dari orang-orang seperti saya. Karena 
masalah ini masalah kita bersama. Oleh karena itu, sebenarnya 
saya adalah orang yang mungkin tidak dari komunitas yang sama. 
Mungkin juga cara saya memandang masalah ini sedikit dari sudut 
yang berbeda. Tapi mudah-mudahan apa yang saya lihat tentang 
masalah ini juga bisa berguna dari segi wawasan berkaitan apa 
yang menjadi agenda dan skala prioritas maupun diskursus dari 
komunitas Sahabat Jurnal Perempuan. 

Topik yang akan saya bicarakan hari ini adalah fokus ke hukum, 
evaluasi dan proyeksi penegakan hukum. Dan sebenarnya ini masa-
lah yang sangat penting. Karena masih tidak cukup disadari. Bah-
kan kalau saya bilang kita sudah punya berapa presiden, tapi tidak 
sekalipun kita punya presiden yang benar-benar mengerti dan seha-
rusnya mengutamakan hukum dan penegakkan hukum dalam se-
gala hal. Ia bukan bagian dari Polhukam, ia adalah sesuatu yang 
sangat menyentuh segala sesuatunya. Seandainya saja kita punya 
leader yang mengerti itu. Dan dia tau bahwa itu adalah sarana untuk 

mempengaruhi perilaku, sarana untuk memperbaiki kondisi pere-
konomian, sarana untuk membuat tidak adanya impunity. Maka se-
benarnya negara itu akan menjadi adil dan makmur. 

Sekarang kita punya presiden yang mungkin sudah menjadi media 
darling. Orang menganggap orangnya luar biasa. Tapi saya pribadi 
sudah tiga kali kecewa dengan Jokowi berkaitan dengan masalah-
masalah yang berkaitan dengan hukum. Saya berkali-kali meminta 
dia untuk berbicara sendiri tentang hukum dan dia menolak. Lalu ke-
mudian saya masih berpikir dan berharap dia akan memilih orang 
yang baik untuk menempati posisi-posisi penting dalam bidang hu-
kum, ternyata tidak. Oleh karena itu, ini sebenarnya menunjukkan 
masalah hukum ini masih seperti hak-hak perempuan, terbelakang. 

Dan sebenarnya ada suatu kemitraan yang harusnya dibina untuk 
memperkuat hak perempuan disatu pihak dan juga memperbaiki 
kondisi hukum dan penegakkan hukum secara umum. Karena sebe-
narnya masalah perempuan itu di masalah kunci, masalah yang pal-
ing ekstensi. Sebenarnya apa yang dialami perempuan dalam kai-
tannya dengan hukum adalah masalah yang sebenarnya tanpa ada 
suatu perbaikan secara umum, maka perempuan-perempuan di In-
donesia khususnya yang sosial ekonomi dan pendidikannya rendah, 
akan yang paling merasakan kerugian tidak berjalannya, tidak 
tegaknya negara hukum, dan juga tidak berjalannya aparat-aparat 
penegak hukum. 

Akhir-akhir ini orang banyak disctracted karena isu yang mungkin 
selama ini lebih popular yaitu isu korupsi. Yang memang kita sadari 
gara-gara korupsi kita ini tidak pada pertumbuhan yang seha-
rusnya. Tetapi korupsi saja itu tanpa melihat dalam konteks yang pal-
ing hakikinya, yaitu penegakkan hukum, maka tidak akan juga per-
nah menjadi masalah yang selesai. Pada waktu itu mengapa saya 
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mencalonkan diri menjadi pimpinan KPK, sebenarnya ada 3 hal 
yang ingin saya buktikan. Saya sebenarnya tau saya tidak akan 
didukung. Tapi poinya adalah satu, orang itu harus mau berkontri-
busi ke sektor publik. Orang itu kalau dia memang sudah mendapat-
kan manfaat dari negaranya, dan khususnya privilege dari pendidi-
kan, dan juga segala sarana, dia juga harus mau berkorban. Ketiga, 
adalah bahwa orang jangan jadi pengkritik dulu, ICW memang tiap 
hari berbicara masalah korupsi, tapi stop talking about it, do some-
thing about it,  masuklah ke dalam, benahilah kedalam. Karena 
waktu itu ada krisis dimana tidak ada yang mau melamar. Jadi 
waktu itu kelihatannya sedikit sekali yang melamar, lalu saya ingin 
menunjukkan, saya ini aja berani, padahal sebenarnya saya mung-
kin bukan orang yang harusnya mencalonkan diri, tapi buat apa kita 
punya begitu banyak lembaga-lembaga, Mahkamah Konstitusi, 
komisi ini komisi itu. Tetapi kita-kita yang terbaik ini tidak mau 
masuk. Untuk mengandalkan civil society saja tidak cukup. Dan 
juga kalau orang yang seeumur hidupnya di civil society, tetap pada 
saat dia mencapai kekuasaan, menurut saya selama dia tidak ma-
pan secara finansial, dia ada resiko untuk tidak menjadi true to the 
cost. Dan menurut saya ini sudah kelihatan dalam beberapa hal. 
Jadi saya mlihat bahwa civil society ini harus kita dukung. Dari 
kalangan-kalangan seperti saya di profesi hukum. Dan kita harus le-
bih mau masuk. Karena sebenarnya perjuangan masih panjang dan 
khususnya masalah hukum ini masih banyak sekali masalahnya. 

Sekarang saya mulai masuk dengan materi diskusi tentang evaluasi 
kondisi yang terjadi sekarang. Mungkin dari kita belum pernah ha-
rus berhadapan dengan hukum atau pengadilan. Dan memang kita 
tidak mau, jangan sampai saya ditangkap dan harus masuk pen-
jara, jangan sampai kita punya masalah saya harus ke pengadilan. 
Semua dari kita tidak mau berurusan dengan hukum. Tapi sebe-

narnya kenapa orang Indonesia secara umum lebih-lebih lagi tidak 
mau berurusan secara hukum, why more than the average person 
say in the United State. Itu satu hal yang sangat kita takutkan. 

Jadi saya bisa kupas permasalahan yang ada. Kalau kita bicara 
aparat penegak hukum, maka saya akan berbicara tentang adanya 
satu pihak, cabang yudikatif, hakim yang akan berperan untuk mem-
berikan putusan yang adil dalam hal adanya suatu sengketa antar 
sesama warga negara,  warga negara dengan pemerintah, atau 
antar negara. Selain ada yudikatif yaitu hakim, ada yang namanya 
kejaksaan, atau yang dipimpin jaksa agung. Dan dia itu adalah se-
benarnya, pengacaranya, pembela dari segala hak-hak negara dan 
warga negara. bahwa saya sebagai warga negara, punya hak untuk 
tidak dibunuh. Dan untuk itu, kalau ada orang dibunuh, pelakunya 
harus masuk penjara. Kalau tidak, hak saya dirampas. Oleh karena 
itu, seorang jaksa adalah pihak yang membela hak negara dan 
warga negara apabila terjadi pembunuhan. Dan masalah-masalah 
lain criminals against society, termasuk terjadinya korupsi. Selain itu, 
kita juga perlu merasa adanya rasa aman dan nyaman dalam kese-
harian. Oleh karena itu kita perlu pihak yang menjaga keamanan kita 
yaitu polisi. Polisi juga menjadi pihak yang membantu dalam hal 
menyelidiki sejauh mana terjadi hal yang mengganggu hak 
masyarakat. Selain itu juga, ada pihak lain yang suka dilupakan dan 
bahkan dalam mungkin 10 tahun terakhir SBY memang terlupakan  
untuk di reformasi, yaitu sebenarnya profesi hukum yang akan men-
dampingi warga negara apabila dia harus berurusan dengan hu-
kum. Teorinya adalah begini, hukum itu masalahnya kompleks. Ka-
lau kita punya masalah hukum, tidak mungkin warga negara biasa 
bisa membela dirinya karena dia tidak punya pengetahuan tentang 
hukum yang cukup. Oleh karena itu, dalam masyarakat perlu ada 
pihak yang membela kepentingannya dengan suatu keahlian 
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khusus. Ini bukan keahlian yang diperoleh begitu saja, harus seko-
lah, harus mendapatkan izin, harus punya kode etik. Ini adalah satu 
pilar terakhir yang dilupakan, memang inilah yang turut mengakibat-
kan bahwa beberapa proses pembenahan kita tidak terlalu sukses 
karena kita tidak coba membenahi pihak yang berinteraksi dan ka-
dang bertransaksi dengan aparat penegak hukum yang ada. Ada 
suatu ketidakpercayaan kepada pihak-pihak yang harusnya me-
lindungi kita dalam rangka suatu negara hukum. Tidak ada trust ke-
pada alat-alat maupun orang-orang yang harus kita anggap seba-
gai penegak hukum, yaitu hakim, jaksa, polisi. Orang juga agak ti-
dak percaya pada advokat. Tidak ada trust. Selain itu, tidak ada 
trust nya itu dikaitkan dengan suatu hal yang orang selalu lupa ka-
lau bicara kode etik. Kode etik adalah pilar yang penting baik bagi 
hakim maupun advokat. Kalau hakim kita bicaranya harus imparsial. 
Sedangkan kalau advokat dia harus membela kepentingan sia-
papun yang diwakili sebaik-baiknya, tetapi harus dibatasi oleh hu-
kum dan kode etik. Salah satu pilar yang suka dilupakan oleh baik 
siapapun juga, termasuk dalam etik itu, dimana kita adalah pihak 
yang dipercaya untuk memainkan peran tertentu, adalah kompe-
tensi, kemampuan melakukan tugas kita dengan benar, dengan ce-
pat, dengan cermat, dengan kehati-hatian. Kompetensi itu tidak tu-
run dari langit. Kompetensi itu turun karena ada pendidikan, karena 
ada pelatihan, tidak tiba-tiba orang bangun tidur menjadi seorang 
dokter yang bisa melakukan plastic surgery misalnya, begitu juga 
dengan penegak hukum dan profesi hukum. Ini berkaitan lagi den-
gan sangat buruknya pendidikan secara umum. Tetapi lebih bu-
ruknya lagi pendidikan hukum yang mendasari dan menjadi pass-
port orang untuk menjadi penegak hukum. Dari tiga aparat penegak 
hukum, untuk semuanya minimal dia harus menjadi sarjana hukum. 
Maksudnya, kalau kita tidak mau menjadi hakim agung, kita tidak 
mau menjadi hakim mahkamah konstitusi, kita masih bisa hanya den-

gan sarjana hukum, masuk sekolah hakim, masuk sekolah jaksa, 
ikut pelatihan untuk profesi advokat. 

Tapi ada satu profesi yang tidak perlu sekolah di fakultas hukum, cu-
kup lulusan SMA saja, yaitu polisi. Jadi dia hanya cukup SMA dan 
akhirnya dia akan mendapat  pendidikan yang lebih bersifat ilmu ke-
polisian tapi bukan ilmu hukum. Dan harus lulus tes keperawanan. 
Jadi ada permasalahan dari pendidikannya. 

Selain itu, kita tau bahwa ada permasalahan tentang tumpang tin-
dihnya peraturan, diwariskannya kita suatu pluralisme hukum oleh 
penjajah kita. Dimana penjajah kita membagi-bagi kita sehingga 
akhirnya kita mewarisi sistem pluralistik dimana itu sendiri menimbul-
kan permasalahan-permasalahan lain untuk mencapai suatu sistem 
nasional yang memang sebenarnya seharusnya inseksual. Jadi bur-
den kita untuk menciptakan suatu hukum yang aseksual yang 
benar-benar tidak membedakan perempuan dan laki-laki dalam 
khususnya hak dan kesempatan untuk menjadi jati dirinya. Itu men-
jadi semakin sulit karena ada kompleksitas dari pluralisme hukum 
baik itu dari kultur atau adat atau dari religius, dari hukum islam mis-
alnya. Jadi kita menghadapi challenge yang jauh lebih kompleks 
pada umumnya, ditengah-tengah kita didampingi oleh pihak-pihak 
yang tidak bisa membuat suatu interaksi hukum yang kokoh. Oleh 
karena itu, juga sebenarnya kenapa muncul KPK? Karena kejaksaan 
agung tidak bisa berfungsi, tidak bisa dipercaya untuk menyelesai-
kan suatu permasalahan yang menghambat segala-galanya yaitu 
korupsi. Tapi sekarang terjadi dimana orang itu cenderung 
merasakan sudah ada KPK, jadi kejaksaan agung mungkin tidak 
menjadi suatu hal yang secara urgent harus dibenahi, yang penting 
jangan ditaruh maling aja disitu. Padahal sistem hukum itu memerlu-
kan adanya kejaksaan, bukan corruption eradication commission, 
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itu tidak pernah ada teorinya. Jadi, kalau kita bicara tentang itu, re-
sult nya apa dari permasalahan ini? Adalah sebenarnya satu hal, ak-
ses kepada keadilan dan sistem hukum yang baik itu, mungkin pal-
ing tidak dinikmati oleh mereka yang paling marjinal posisinya, yaitu 
perempuan yang tidak berpendidikan dan miskin, dan juga anak-
anak. Tetapi realitanya, orang kaya pun, pebisnis sukses pun, kalau 
di Indonesia, tidak punya akses pada keadilan. Buktinya apa? Dia 
tidak mau berpekara di pengadilan Indonesia, kecuali dia yakin, dia 
bisa nyogok dan dapat hasilnya. Kalau memang dia tidak mau nyo-
gok, dia akan bilang, nanti kita bertransaksi ya kalau-kalau kita nanti 

punya sengketa, kita jangan di pengadilan Indonesia, di luar negeri, 
pakai arbitrase. Itu kan bukti kalau access to justice is available to 
none, tapi memang betul dia tidak dinikmati umumnya pada orang 
yang skala ekonomi terendah. Selain itu, tidak juga ada layanan pub-
lik yang harusnya ada untuk memastikan hak-hak kita dapat di-
jalankan. Oleh karena itu kita tergantung pada orang untuk bahkan 
sebenarnya melakukan hal-hal yang sebenarnya adalah wajar untuk 
dapat kita lakukan. Jadi terjadilah lagi sistem transaksional dan ne-
gosiasi. 
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Selain itu juga ada suatu kondisi dimana pemerintahan selama ini 
sama sekali tidak melakukan usaha untuk membenahi ssitem pen-
jara yang ada. Sehingga sistem penjara itu sendiri menjadi pusat 
dari segala korupsi yang paling buruk. Karena intinya adalah begini, 
you maybe punish, you maybe in prison, but you may still be able to 
get your botox treatment get you to hospital and see your lover, if 
you know the right person in prison, so whats the point? Bahkan I 
think they are having a party in prison. Jadi itu mungkin suatu per-
masalahan yang ada. Jadi 10 tahun pemerintahan SBY, proses refor-
masi hukum sangat dirasakan lambat. Tapi yang bahaya adalah se-
benarnya masuk reformer-reformer, pemenang-pemenang dalam 
Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, tapi mereka disitu sudah 10 
tahun. Agak terasa mereka sudah jadi orang dalam, jadi pembisi-
knya hakim agung, jadi dia tidak pernah kritis lagi, padahal seha-
rusnya reformer itu membenahi. Mungkin mereka marah-marah ka-
lau kita kritik Mahkamah Agung masih jelek, Kejaksaan Agung ma-
sih jelek, mereka bilang, “kamu ngomong tidak memberi apreasiasi 
sih, saya kan sudah membuat 30 ribu putusan mahkamah agung le-
wat website, kamu saja malas baca, sudah bagus banget, itu lebih 
baik daripada  Amerika, Australia dan segala macam”.  

Sekarang lets go back to the topic. Jadi mungkin beberapa hal sem-
pat sudah dibicarakan oleh Rocky tentang beberapa hal yang ma-
sih permasalahan, juga oleh Gadis, Undang-Undang Perkawinan 
kita dan segala macem. Tapi pada dasarnya just the very simple 
things tentang hal yang orang tau. Orang umumnya pasti tau, kalau 
di hukum Islam, perempuan itu pada dasarnya akan mendapatkan 
hak waris yang adalah setengahnya daripada pria. Dan yang sebe-
narnya secara hukum Islam tidak ada salahnya untuk mengatasi itu 
dan untuk memberikan keadilan. Orangtua itu boleh membagi se-
lama hidup secara rata. Karena waris itu apa yang tersisa, karena 

kalau akhirnya tersisa nol, nol yang harus dibagi tidak rata. Ibu saya 
saja stress gitu, aduh ibu bilang “sebenarnya ingin memperhatikan 
anak-anak ibu, semua dibagi rata, tapi ibu takut masuk neraka kalau 
tidak menjalankan Al-Quran”. Terus saya bilang, “mom with all re-
spect, you know right, I’m a lawyer”. Ibu melihat dengan sangat 
sederhana, ya namanya orangtua. Jadi masalah-masalah seperti ini 
sepertinya as if Tuhan itu dalam Islam sengaja membuat perempuan 
susah? Tidak. Tapi dalam Al-quran pun dikatakan ada hal-hal yang 
nyata-nyatanya jelas dan itu harus dilaksanakan, padahal itu masih 
bisa dibicarakan dan tidak boleh ada yang bilang harus begitu. Dan 
kita juga tau tentang masalah itu bertentangan dengan hukum na-
sional yang kita warisi dari Belanda. Tapi sebenarnya seburuk-
buruknya Belanda sebagai penjajah, dan kita selalu meratapi ke-
napa Indonesia tidak dijajah Inggris. Tapi sebenarnya beberapa hal-
hal yang dianggap melindungi misalnya perlindungan pada suatu 
kondisi biologis yang harus dihargai seperti saat melahirkan berhak 
atas cuti, ini sebenarnya sudah dari peraturan yang lama. 

Dan juga berkaitan dengan beberapa hal di Indonesia yang diband-
ingkan dengan ASEAN misalnya berkaitan dengan human traffick-
ing, peraturan kita itu tidak terlalu buruk, tapi kan masalah enforce-
ment nya, pelaksanaannya. Tapi masalah-masalah lain misalnya dari 
segi pajak juga sama. Kalau dari segi pajak, perempuan itu posisi-
nya adalah meski sudah kawin, dia itu pada dasarnya selalu me-
nanggung beban pajak lebih tinggi, jadi dia tidak punya penguran-
gan. Jadi misalnya kalau laki-laki, dia tidak kawin, dia penghasilan 
tidak kena pajaknya, kalau dia punya satu tanggungan ditambah 
2,025, lalu punya dua ditambah lagi ditambah lagi, jadi dia punya 
pengurangan, penghasilan tidak kena pajak. Kalau perempuan ti-
dak. Dan itu sebenarnya akhirnya menjadi hal yang menunjukkan 
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asumsi bahwa perempuan tidak punya tanggungan, itu dari segi 
pengaturan pajak. 

Dan juga berkaitan dengan pelecehan di tempat kerja. Secara 
umum memang kalau kita bicara dengan perempuan-perempuan 
dalam skala ekonomi yang lebih baik seperti mungkin dalam lingkun-
gan saya. Mereka merasa mengalami diskriminasi dari segi gaji se-
cara nyata, mereka juga merasa tidak diperlakukan buruk. Tapi ka-
lau kita lebih dalam menanyakan apakah kamu merasa dapat ke-
sempatan yang sama untuk berinteraksi dengan para pimpinan pe-
rusahaan itu sehingga kamu dapat peluang yang sama seperti laki-
laki. Mereka baru menyadari, iya juga sih memang saya tidak diajak 
main golf, saya tidak diajak ke gym. Itu pun bagaimana pun juga 
adalah cara-cara dimana orang bisa mendekatkan diri dengan 
kekuasaan dan mendapatkan benefit untuk posisi tertentu. Jadi se-
benarnya banyak dari para perempuan-perempuan yang ada dia 
tidak menganggap masalah kondisi yang dialami karena dia merasa 
dia masih punya kebebasan untuk menjadi apa yang dia inginkan. 
Tapi ternyata adalah kalau kita bicara tentang siapa yang bisa men-
capai puncak dari suatu posisi? Kenyataannya di Indonesia rasio 
dari siapa yang menjadi pimpinan di suatu perusahaan itu perem-
puan masih kurang. Dan lihat saja di BUMN, bahkan BUMN yang 
perempuannya ada satu saja sangat terbatas. Rata-rata mereka ada-
lah laki-laki semua. 

Dan itu kenapa kita di dunia perusahaan lagi menggerakkan women 
in the board. Dan itu supaya kepemimpinan berorientasi pada per-
empuan. Dan ini sebenarnya juga berkaitan dengan kalau kita akan 
berbicara tentang hukum, kalau kita melihat nanti berhadapan den-
gan penegak hukum yang sudah punya masalah sendiri, coba kita 
lihat sebenarnya bagaimana proporsi dari perempuan dalam lem-

baga penegak hukum. Jadi berdasarkan riset yang kita lakukan di 
Mahkamah Agung itu perempuan masih baru 9,7% (4 orang dari 41 
orang). Di Mahkamah Konstitusi hanya 1 dari 9 orang atau mewakili 
11%. Di Kementerian Hukum dan Ham dari posisi eselon hanya 2 
dari 16 orang. Kalau berkaitan dengan kejaksaan itu surprisingly ti-
dak terlalu diskriminatif. Karena kalau kita bicara total jumlah jaksa 
secara umum, ternyata perempuan itu sudah 41%. Tetapi kita lihat 
pada saat siapa yang menjadi kepala kejaksaan tinggi, maka dia 
menurun menjadi 6,4% dan 10%. Jadi ini yang saya bilang sebe-
narnya sejauh mana perempuan Indonesia sudah benar-benar 
maju, kita harus melihat dari sejauh mana dia mencapai puncak. 
Karena itu sebenarnya seseorang pria, dia memang sejak muda 
bisa bilang I wanna be the CEO, seperti Rocky bilang. Setiap ne-
gara di dunia, terjadi fenomena yang menjadi pimpinan itu 
cenderung tetap pria. Sehingga pada dasarnya, keputusan-
keputusan yang penting dan strategis tetap diambil oleh pria. 
Sekarang ada gerakan dimana dianggap haruslah diubah itu, apa-
bila kita ingin kebijakan-kebijakan yang diambil dalam perusahaan 
menjadi lebih women friendly. Begitu juga kalau menurut saya, sa-
lah satu hal yang bisa memperbaiki kondisi perempuan adalah ka-
lau memang lembaga penegak hukum kita ini semakin banyak 
dipimpin perempuan-perempuan. Tetapi berkaitan dengan itu, saya 
ingin mengatakan tidak cukup dia perempuan secara jenis kelamin. 
Dia tentunya harus adalah perempuan yang tentunya sangat baik 
dalam bidangnya, dia sangat berpendidikan. 

Kadang memang to be very honest to my self, saya juga tidak men-
gerti kebijakan mana yang sebenarnya pro-women dan tidak pro-
women. Karena kadang-kadang we do not know what is the philoso-
phy. Karena ada dua mazhab yang mengatakan di satu pihak, you 
suppose to treat them as if that completely the same, tetapi ada juga 
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Mardety (SJP-2013), Merry 
Fridha (SJP-2014), Susi Yuliawati 
(SJP-2014)

mengatakan, you have to appreciate there is 
some difference. Dan itu konsekuensinya ber-
beda dari segi hukum yang dihasilkan. Itu yang 
membingungkan. Harusnya kita melakukan 
studi mana yang sebenarnya yang secara end 
result menghasilkan hasil yang paling baik. 
Karena yang saya tau belum ada konsensus 
juga tentang itu. 

Kemarin pak Jusuf Kalla mengusulkan 
perempuan-perempuan pekerja pulang lebih ce-

pat dua jam supaya bisa mengurus anak. Kay-
aknya kesannya pak Jusuf Kalla baik banget, so 
family oriented.  Padahal ini kan sebenarnya 
ada persoalan. Negara memaksakan what you 
are supposed to do dan mengasumsikan 
bahwa you are suppose to be domesticated, di-
asumsikan you are suppose to be married, ha-
rus punya anak, padahal bisa saja perempuan 
tidak mau punya anak. Ini kan menjadi komplek-
sitas. Perempuan itu sekarang bukan hanya 
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mengurus anak. Perempuan sudah mendapatkan penghasilan yang 
paling besar, tapi tetap saja dia itu ditundukkan secara psikologis 
dan kultur.  Dia selalu feeling gulilty kalau dia tidak menjadi orangtua 
yang baik. Padahal kalau si laki-lakinya atau bapaknya dia melaku-
kan hal yang sama, masyarakat tidak mengutuk dia, pada saat dia 
menjadi sibuk dengan pekerjaannya. Jadi ini masalahnya adalah 
karena yang dihadapi berkaitan denga kondisi yang ada. Dimana, 
pertama, ada permasalahan yang berkaitan dengan penegak hu-
kum itu sendiri dan masalah perempuan. 

Sekarang the effect of globalization. Ironisnya pada negara miskin, 
adalah efek globalisasi terhadap perempuan, dengan cara menjadi-
kan komoditi domesticated roles. Jadi perempuan-perempuan di 
negara-negara yang tidak semaju negara itu menjadi eksportir dari 
para nannies, maids and basicly juga menjadi sex workers, itu yang 
menjadi permasalahan. Mereka mencari kesempatan yang lebih 
baik di luar negeri menjadi nannies, maids, dari perempuan yang 
bekerja di sana. Jadi perempuan yang bekerja di sana menyiksa 
perempuan lagi. Tapi kalau dia perempuan yang menikah, dia men-
inggalkan permasalahan karena di Indonesia atau negara di tinggal-
kannya ada anak yang tidak punya ibu untuk merawat. Tetapi kon-
disi ekonomi yang ada memaksa dia untuk melihat bahwa ini pilihan 
terbaik yang dipilih untuk survive, dalam kondisi perekonomian Indo-
nesia yang belum bisa punya penghasilan yang baik. Globalisasi-
nya jadi berarti lain. Globalisasi dalam arti yang dimana, dia harus 
ada di posisi yang pertama, dia bisa jadi mengeksport traditional 
roles. Maksudnya kalau perempuan ke luar negeri, bekerja di luar, 
lalu dia menjadi manajer di perusahaan, kita bangga bahwa dia ber-
hasil di luar negeri. Tapi kalau kita mengirim banyak wanita tetapi 
hanya menjadi TKW, apakah kita bangga? Karena itu artinya beda 
lagi. Berkaitan dengan itu, dimana tidak ada perlindungan bagi 

mereka, dan mereka akan berurusan dengan hukum, dia kan mesti 
register, dia foreigner bekerja diluar, dia pasti akan menimbulkan 
permasalahan-permasalahan dari sistem hukumnya sendiri. Dimana 
dia seharusnya mempercayakan diri kepada orang yang bisa men-
gurus agar dia selama berada di luar negeri merasa aman. Tapi 
mereka kenyataannya tidak dilindungi. Belum lagi terjadi kondisi di-
mana dia bisa saja disiksa oleh orang yang mempekerjakan mereka 
disana. 

Dan itulah yang terjadi. Perempuan itu dalam pekerjaan traditional 
roles, dia bahkan menjadi pihak yang lebih laku dibandingkan 
suaminya. Kalau suaminya uneducated, dia mungkin lebih susah 
mendapatkan pekerjaan di luar negeri, akhirnya dia yang harus men-
jadi pekerja. Dan ini yang menjadi permasalahan lebih lanjut karena 
mereka itu tidak punya cukup pendidikan, dia berada di negara 
yang bahasanya tidak dikuasainya, bisa jadi kedutaannya tidak pe-
duli, dan itu adalah permasalahan-permasalahan yang ada. 

Sistem hukum kita memang harus dibenahi. Dalam hal ini kalau kta 
lihat dari program Jokowi, dia megnatakan bahwa dia ingin member-
antas mafia peradilan, mengurangi korupsi, mengatasi dan mence-
gah kegiatan ilegal seperti illegal fishing, illegal logging, illegal min-
ing, dan dia juga ingin melindungi kelompok marjinal. Tapi dia tidak 
punya strategi yang khusus how dia melakukan itu. Dan juga kalau 
kita lihat siapa yang dia tunjuk sebagai pihak yang harusnya men-
jalankan ini untuk dia. Saya tidak cukup mempunyai keyakinan 
bahwa mereka itu, pertama, memiliki track record untuk peduli pada 
masalah-masalah yang memang akan melindungi hak-hak perem-
puan, bahkan untuk track record pembenahan hukum saja mereka 
tidak ada. Dia juga datang dari generasi yang mohon maaf, pasti 
dia tidak bisa melihat perempuan dengan sudut pandang yang se-
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benarnya dibutuhkan untuk melihat perempuan dalam kondisi dan 
tantangannya yang ada sekarang. Jadi kalau saya melihat proyeksi 
kedepan, adalah sebenarnya tidak saja ada resiko, bahwa ternyata 
walaupun Jokowi ini sangat baik, kenyataannya hukum ini agenda 
kedua. Sebenarnya yang kita berharap minimal untuk kelompok mar-
jinal, kalau memang dia ingin memberdayakan ekonomi agar bisa 
dinikmati oleh kelompok ekonomi bawah, maka tentunya diharapkan 
dengan meningkatnya perekonomian di Indonesia, dengan semakin 
banyaknya kesempatan orang mencari nafkah dan kehidupan di In-
donesia, maka semakin kuranglah perlunya perempuan-perempuan 
itu menjadi global workers yang keluar negeri jadi pekerja domestik, 
dan lalu menimbulkan permasalahan sendiri. 

Jadi kalau saya rasa kita ini sebagai civil society, sebagai pihak-
pihak penggiat, dan sebagai orang yang berpikiran, kita masih ha-
rus sangat aktif untuk berperan serta memastikan ada di rel yang be-
nar. Karena kalau tidak, maka akan terjadi situasi dimana tidak ada 
perbaikan secara signifikan. Orang euphoria karena sepertinya Indo-
nesia sudah banyak berubah, tetapi dalam esensi yang paling uta-
manya, dalam esensi penegakkan hukum, dalam esensi sistem hu-
kum, itu sebenarnya tidak ada perubahan, manusianya tidak beru-
bah. Advokatnya masih korup, hakimnya masih korup, jaksanya ma-
sih korup, sistemnya tidak berjalan, semuanya masih outdated.  
Makanya saya prihatin dan saya berharap orang jangan terlalu 
euphoria dengan Jokowi karena sangat mencintai dia sehingga 
menutupi isu-isu ini. Saya ingat sekali saya marah-marah pada jaksa 
agung yang terpilih, tetapi orang-orang kemudian melihat Jokowi 
naik kelas ekonomi ke Singapura, padahal itu bukan fundamental 
isu. Tetapi masyarakat kemudian lebih mau membicarakan isu itu. 
Tetapi permasalahannya kalau dia mendapatkan trust dari 

masyarakat, seharusnya Jokowi harus mengerti tentang hukum, dan 
menurut saya dia tidak mau mengerti. 

Walaupun teman-teman saya yang progresif, sudah membantu 
Jokowi, tapi kenapa sewaktu dia memilih orang-orang hukum kesan-
nya hanya hadiah politik, saya sangat kecewa. MENKUMHAM 
hadiah politik. Juga seperti Patrialis Akbar, juga sama.  Ini permasa-
lahannya banyak orang yang tidak berkualitas duduk dimana-mana. 

Pada saat tidak diisi orang yang tidak baik menimbulkan permasala-
han yang lebih lanjut. Diharapkan tadinya menjadi solusi atau lem-
baga yang merevolusi tapi tidak terjadi.  Negara yang dulu bobrok 
belum dibenahi, kita punya masalah baru lagi. Harapan saya 
pribadi adalah pemerintah Jokowi benar-benar berusaha untuk lebih 
memahami adanya suatu urgensi persoalan hukum dan tidak hanya 
slogan-slogan umum saja. Setiap kali Jokowi saya ajak untuk berbi-
cara tentang hukum, dia menolak karena dia tidak mengerti, kemu-
dian dia kasih jabatan  ke orang-orang parpol. Tapi itu sebenarnya 
sangat beresiko karena kita tau parpol itu punya kepentingan ter-
tentu disaat dia menunjuk pihak-pihak yang strategis itu. Jadi inilah 
evaluasi tentang kondisi, tentang proyeksi, oleh karena itu tidak opti-
mistik akan adanya perubahan perbaikan kondisi yang dialami per-
empuan secara khususnya. Itulah dari saya. Terima kasih.
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Gadis Arivia (Moderator):

Terima kasih mbak Melli Darsa. Karena saudara Rocky ada acara 
lagi. Jadi saya kira langsung saja ke tanya jawab. Yang saya 
catat ada lima hal dari kedua pembicara ini. Pertama, masalah 
hukum yang terbelakang, kemudian saudara Melli membicarakan 
tentang aparat penegak hukum, pendidikan kompetensi yang ti-
dak memadai, dan culture of ethics yang hancur. Dan hal kedua 
yang dibicarakan justru oleh saudara Rocky tentang budaya parti-
arki, budaya patriarki inilah yang menyebabkan hal ketiga, akses 
untuk keadilan menjadi masalah, tentang Undang-Undang 
Perkawinan, warisan, trafficking, pajak, pelecehan seksual, pajak 
tadi dibicarakan juga oleh mbak Melli. Tetapi kalau yang ber-
hubungan dengan perempuan, saya mencatatnya budaya patri-
arki yang menjadi sumber utama. Hal yang keempat adalah yang 
diangkat oleh mbak Melli soal women in the board, perempuan 
yang di meja hijau, lebih banyak perempuan yang harus mem-
buat keputusan-keputusan atau decision maker nya di dalam hu-
kum sehingga ada perubahan di dalam hukum. Hal kelima yang 
saya anggap lebih filosofis itu yang diangkat oleh saudara Rocky, 
yaitu persoalan ethics of rights dan ethics of care. Karena kalau 
kita mengacunya pada ethics of rights artinya kita mengakui hu-
kum itu universal, berarti aseksual, tidak membedakan. Tetapi ka-
lau kita mengakui pendasaran hukum itu adalah ethics of care itu 
artinya partikular, artinya kita mengakui adanya perbedaan, per-

TANYA & JAWAB
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bedaan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Dan karena saya san-
gat transgender sekali minggu-,minggu ini, pengakuan juga ada 
seks ketiga dan bagaimana hak-hak mereka di dalam undang-
undang kita. Jadi 5 take ways yang saya catat dan saya buka forum 
ini untuk tanya jawab. Mungkin kepada saudara Rocky dulu yang 
ada urusan di Ancol. Silahkan.

Fikriyah Rasyidi: 

Terima kasih. Ini pertama kali saya hadir di acara jurnal perempuan. 
Pertanyaannya mungkin cukup mendasar, setiap kali saya mem-
baca komentar-komentar di artikel-artikel atau di blog yang temanya 
feminis, selalu ada komentar yang sepertinya feminis itu membawa 
pesan kebencian terhadap laki-laki. Pertanyaannya saya kepada 
pak Rocky itu, bapak ini kan laki-laki, jadi apa yang mungkin secara 
personal yang membuat bapak ini tertarik untuk kemudian mem-
bantu kaum perempuan melek hukum, sadar terhadap hak hukum 
kita, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi bapak menying-
gung soal LGBT, kemudian bapak bilang bahwa di depan hukum ha-
rusnya aseksual, jadi tidak ada pembedaan laki-laki atau perem-
puan, heteroseksual atau homoseksual, harus dan ada perlindun-
gan hukum. Tapi masalahnya kalau homoseksual, lesbian, atau laki-
laki dengan laki-laki seperti itu, kemudian kita mengusung adanya 
advokasi artinya mereka secara legal formal mereka harus menda-
patkan hak-haknya, ya saya setuju seperti itu. Saya berpikiran 
bahwa rumusan hukum itu kan harus terlihat juga jangka panjang 
jangan hanya yang sekarang, saat ini. Bagaimana kalau misalkan 
LGBT diafirmasi, diadvokasi, dilindungi, bahkan dalam tanda kutip 
diistimewakan, spesies manusia itu akan seperti apa? Sedangkan 
kita itu makhluk material, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan 
itulah pasangan, secara natural secara fitrah kita itu berpasangan 

dengan lawan jenis. Tapi kemudian kalau ada afirmasi untuk men-
gadvokasi  bahwa perbuatan itu benar, takutnya nanti ini akan menu-
lar, karena penyakit mereka itu menular. Pikiran saya ini tidak tau be-
nar atau tidak, bagaimana kalau bahasanya jangan diadvokasi, tapi 
diasistensi, artinya perbuatan ini tetap keliru dan ini adalah sebuah 
penyakit mental, masyarakat harus sadar bahwa ini perbuatan yang 
harus diasitensi tapi jangan diafirmasi, bahwa itu perbuatan buruk, 
meski mereka tetap mendapat hak-hak hukumnya. Terima kasih.

Ayas: 

Sebenarnya saya ingin sedikit bercerita. Setelah bekerja, saya baru 
tau ternyata ada beberapa hukum, kalau misalnya disini kan tadi hu-
kum yang berkaitan dengan perempuan, tapi ada beberapa hukum 
dan mungkin banyak hukum yang tidak berkaitan dengan perem-
puan, tetapi membawa dampak langsung bagi perempuan. Mis-
alnya, dalam kasus impunitas, PNS korban ’65 tidak dapat pensiun 
misalnya, tidak mendapat layanan kesehatan apapun, LPSK tidak 
bisa menjamin dengan baik kalau misalnya mereka butuh layanan 
kesehatan. Seperti kemarin saya menangani bapak ini perlu operasi 
tanggal 2 Desember, saya telefon orang LPSK, ‘aduh mbak ini su-
dah sulit mbak soalnya dia sudah periode ke-2, jadi saya bisa dapat 
kabarnya kapan pak? Nanti saya usahakan ya mbak. Tapi tidak ada 
kepastian, sedangkan itu soal nyawa misalnya. Ada lagi laporan ke 
KONTRAS misalnya korban ’65 juga di Sumatera Barat. Laki-laki 
yang datang, tapi dia bilang istrinya sakit. Sedangkan dia korban 
langsung dari ’65, dia tidak mendapat layanan kesehatan. Sedang-
kan apa sih definisi korban langsung dan tak langsung? Dia tidak 
langsung pun dia kena langsung dampaknya. Banyak yang terabai-
kan tentang perempuan, misalnya perempuan korban pelanggaran 
HAM masa lalu, itu sama sekali tidak terpikirkan wacananya. Saya 
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Ayas (Kontras)

juga sempat tersentuh beberapa kali ketika melakukan diskusi 
dan wawancara korban ’65 yang laki-laki, ibu-ibunya, istri-istrinya 
selalu datang dan mendampingi, terus bapaknya selalu bilang, 
‘kamu yakin mau dengar percakapan ini, karena tentang penyi-
kaan’, tapi akhirnya dia malah menangis menceritakan saya dulu 
perjuangkan hak anak saya mbak, sampai sekarang pun saya 
masih berusaha supaya anak saya mendapat hak yang sama, 
mbak tidak tau aja kalau diluar penjara itu lebih hebat lagi stigma-
tisasinya. Hukum memang mengatur hak-hak korban, ada lem-
baga khusus LPSK misalnya yang menangani, tetapi untuk kor-
ban tak langsung itu yang kebanyakan perempuan, sama sekali 
tidak tersentuh. Itu sebenarnya yang saya cuma pengen bercer-
ita seperti itu, apakah memang dari segi hukum ada alternatif un-
tuk membantu ibu-ibu yang sudah kebanyakan tua misalnya, 
atau anak-anak yang sekarang mereka masih takut, bahkan ada 
salah satu korban yang didampingi KONTRAS, anaknya jadi gila, 
anak perempuannya jadi gila, karena ayahnya itu distigma, 
karena dia terlibat penampungan. Seperti itu, terima kasih.

Hany Handajani:: 

Ini pertanyaan buat pak Rocky juga buat ibu Melli. Jadi kalau mis-
alnya saya perhatikan dua kasus yang berbeda, dan pelakunya 
pun berbeda, tapi selalu korbannya perempuan. Kita ambil con-
toh misalnya kasus pemerkosaan ataupun KDRT, ketika misalnya 
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laki-laki itu melakukan pemerkosaan atau kekerasan dalam rumah 
tangga, laki-laki mempunyai ruang untuk melakukan pembenaran, 
misalnya dalam hal, itu anak perempuannya yang memakai baju 
seksi, atau misalnya karena istri melawan dll. Kemudian laki-laki itu 
dihukum, dia melakukan sebuah pembenaran, ada ruang pembe-
naran. Sedangkan misalnya ketika pelakunya adalah perempuan, 
dalam kasus korupsi, kita ambil contoh kasusnya mbak Angie, se-
cara psikologis sebenarnya dia bisa melakukan pembenaran, saya 
tidak membenarkan perbuatan dia, tapi kan misalnya dia single par-
ent, suaminya meninggal, dia harus cari nafkah, background model 
yang biasanya dengan materi yang selalu ada, makanya secara 
psikologis kita bisa pahami dia melakukan tindakan korupsi. Kemu-
dian tapi itu salah. Tetapi ketika dalam hal seksualitas, dan laki-laki 
melakukan kejahatan terhadap perempuan, dia mempunyai ruang 
untuk melakukan pembenaran di mata hukum. Apakah sebenarnya 
perlu kemudian ada rekomendasi, waktu itu saya mebaca dari LBH 
APIK,  sebenarnya perlukah jaksa atau hakim khusus untuk menan-
gani kasus-kasus korban kekerasan terhadap perempuan. Sehingga 
yang tadi dikatakan pak Rocky bahwa feminist legal theory , FLT, itu 
bisa diterapkan bahwa pengalaman-pengalaman perempuan itu 
bisa dijadikan saksi, bisa dijadikan bukti, di media hukum seperti 
itu. Terima kasih. 

Rocky Gerung: 

Oke yang pertama tadi, sebetulnya saya tidak perlu bicarakan, 
karena menguntungkan saya. Artinya, apa untungnya mempromosi-
kan hak perempuan bagi saya seorang laki-laki. Ada satu tahap di-
mana kelelaki-lakian itu, jadi semacam kepengejutan. Karena kita 
mendalilkan sesuatu dalam cara berpikir laki-laki, di dalam upaya 
untuk membentuk peluang orang untuk membantah kita. Jadi se-

cara gampang begini, sekarang saya lagi bicara saya pakai label 
laki-laki sebenarnya, yang logis, well structure, established. Perem-
puan kalau dia tidak bisa bicara, lalu si laki-laki akan bilang, “anda 
buta huruf”, karena anda tidak bisa berpikir anda tidak bisa bicara.

Jadi laki-laki itu mengambil keputusan dengan fasilitas reason, per-
empuan tidak mengambil keputusan dengan cara itu, karena itu 
cara dia mengekspresikan pendapatnya kalau memakai peralatan 
laki-laki maka dia akan gugup dan gagap. Jadi kalau ada perem-
puan gugup dan gagap dalam perdebatan misalnya, bukan karena 
dia tidak tau soalnya, tetapi dia dipaksa untuk memakai bahasa laki-
laki. Kemudian ilmu pengetahuan bilang, “anda yang tidak bisa bi-
cara dengan tertib, anda mengalami delirious, semacam sakit jiwa 
itu”. Jadi sebetulnya yang tidak cukup adalah bahasa laki-laki bu-
kan pengetahuan perempuan. Karena itu bahkan ada feminis yang 
kemudian menganggap kita harus membuat gramatikal lain, yang 
bisa mengucapkan pengalaman perempuan. Kenapa? Karena ba-
hasa laki-laki itu tidak cukup. Saya kasih contoh misalnya, bagai-
mana mengucapkan rasa sakit melahirkan misalnya, laki-laki tidak 
tau, tidak bisa diucapkan. Tapi seluruh pengalaman batin dan mate-
rial fisik itu tidak bisa diucapkan dengan hanya sekedar menga-
takan sakit, dia mesti alami supaya dia tau apa jenis sakit itu. Sakit 
pun macam-macam jenisnya, ada misery, ada misfortune, ada 
cruel. Tetapi khusus pengalaman perempuan, dia tidak bisa pahami. 
Jadi banyak misalnya kalau polisinya laki-laki, dia tidak tau apa arti-
nya perkosaan, di dalam hukum hanya disebut perkosaan adalah 
bila syarat-syarat materialnya begini begini begini, tetapi peristiwa 
itu sendiri dia tidak bisa rumuskan secara mental di dalam kepal-
anya, karena dia tidak punya fasilitas untuk membacanya. Itu masa-
lahnya. 
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Kalau ada seorang pria misalnya menstruasi, itu mungkin 12 menit 
dia pingsan, tidak mungkin dia tahan sampai 7 hari, melahirkan bu-
kan pertama mati dia, jadi itu soalnya. Jadi buat saya, saya tidak 
mungkin berubah secara fisiologis atau secara mental, tapi saya li-
hat ada yang injustice di dalam relasi laki-laki dan perempuan. Oleh 
karena itu, suatu waktu, waktu saya mengajar teori feminisme, jadi 
asistennya ibu Gadis, suatu waktu kolega di UI bilang, “you ganti ke-
lamin Rock? Kenapa kok ngajar feminisme?”. Saya bilang ereksi 
saya masih lebih sempurna dari Saudara, saya tidak ganti kelamin, 
saya ganti cara berpikir, mengganti cara mengapresiasi. Itu keteran-
gannya. 

Saya mengerti poin anda itu bahwa ada semacam kecemasan 
umum, seolah-olah manusia akan punah kalau tidak ada reproduksi 
yang ada rekreasi seksual. Tapi bagaimana membuktikan sesuatu 
yang dasarnya adalah kecemasan psikologis, dengan fakta bahwa 
3 juta tahun manusia tidak punah dan praktek LGBT juga selama itu, 
selama peradaban kita, LGBT. Jadi alam mempunyai kemampuan 
yang luar biasa untuk mengatur evolusi, jangan-jangan kalau kita 
larang sekarang justru manusia punah itu, karena jadi sensasi yang 
dia tidak pahami, sekedar sensasi heteroseksual. Tapi itu keteran-
gan akademisnya bahwa fakta manusia tidak punah adalah keteran-
gan paling final untuk mengatakan melarang LGBT atas dasar kepu-
nahan juga bertentangan dengan sejarah 3 juta tahun. Ketika oksi-
gen cukup untuk kita hirup maka kita punya sensasi seksual. Jadi itu 
soalnya. 

Tapi yang lebih penting adalah negara tidak boleh mengatur itu, 
mungkin komunitas moral tertentu boleh aja. Tapi tidak mungkin ne-
gara mengatakan kami melarang LGBT. Kenapa? Karena LGBT ber-
bahaya terhadap pengembangbiakan manusia, LGBT berbahaya 

terhadap fatwa akhirat. Komunitas agama boleh bilang itu. Negara 
tidak tau dimana tempat akhirat, jadi buat apa dia menentukan 
bahwa ini akan masuk akhirat kalau dia homoseksual. Jadi kita beda-
kan hukum yang harus diucapkan oleh negara, dengan hukum yang 
tanda kecil diselenggarakan dalam komunitas. 

Ibu Melli benar, bahwa Pak Jokowi tidak mengerti bahwa kalau dia 
naik pesawat komersil, itu bukan kepentingan dia, tapi kepentingan 
saya yang membayar pajak, dia lebih mudah mati di pesawat komer-
sil, daripada naik pesawat kepresidenan, Paspampres itu kan saya 
bayar lewat pajak supaya presiden saya itu aman. Sekarang dia 
memilih pesawat komersil supaya tidak ada pencitraan, justu itu 
yang berbahaya, artinya betul dia tidak paham hukum. Yang dia ing-
inkan adalah kepentingan dia sendiri supaya tidak dihujat orang, dia 
tidak tau bahwa kepentingan negara lebih besar untuk dia selamat 
di dalam penerbangan. Kan lebih risky naik pesawat komersial. Itu 
memang sebetulnya pencitraan saja. Saya melihat Pak Jokowi 
masuk di scanner itu, di metal detector, masa presiden mengang-
gap dirinya adalah potensial teroris. Itu juga orang disitu bohong-
bohongan saja, yang boleh disitu adalah yang dicurigai potensial 
teroris. Bahkan sebetulnya akibat pikiran dunia semua orang diang-
gap potensial teroris, tapi masa presiden negeri sendiri itu ikut da-
lam sistem itu. Jadi ada dalil-dalil umum yang memang harus diajar-
kan itu bahkan suatu tim mungkin, supaya beliau itu mengerti 
bahwa hukum itu ya begitu cara bekerjanya, dalil-dalilnya. 

Kritik ibu Melli benar sekali bahwa kalau anda tanya misalnya DPR 
sudah mengeluarkan berapa undang-undang, ratusan itu, tapi tanya 
misalnya di Mahkamah Konstitusi, berapa yang direview? ratusan 
juga. Jadi kalau DPR bilang kita sudah buat undang-undang. Terus 
seorang kritikus bilang, bu Melli bilang, ternyata itu tidak bermutu, 
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soal bermutu tidak bermutu silahkan kalau anda tidak setuju dengan 
undang-undang itu pergi ke Mahkamah Konstitusi. Itu artinya, dia 
tau dari awal bahwa dia tidak bisa membuat peraturan yang ber-
mutu. Kalau peraturannya yang bermutu tidak mungkin dibatalkan 
oleh Mahkamah Konstitusi atau dibawa oleh publik untuk direview. 
Jadi anggota DPR juga ini juga buta huruf terhadap apa yang dise-
but hukum bermutu. Karena hukum itu dia pakai untuk memeras kor-
porasi, untuk deal dengan partai politik. Sehingga dianggap kalau 
saya yang salah ya udah debat saja di Mahkamah Konstitusi. Pada-
hal mestinya hukum itu tidak boleh ada peluang untuk di yudisium 
oleh review supaya hukum itu sempurna. 

Oke yang berikut apa tadi. Itu juga cara negara melihat fungsi pro-
tektifnya pada hukum itu. Tetap selama kasus itu tidak dibuka, atau 
negara melakukan pengakuan secara terbuka, mereka yang men-
jalankan aturan-aturan partikular ini juga ragu-ragu, boleh tidak dika-
sih, atau ada gunanya tidak dikasih. Jadi tidak ada semacam suatu 
kepastian secara absolut oleh negara bahwa itu adalah negara per-
nah melakukan kriminalitas, hanya itu yang mesti diterangkan dulu, 
supaya diskriminasti itu tidak terjadi. Jadi gampangnya begini, para-
digma yang tidak berubah menyebabkan inkonsistensi dalam pelak-
sanaan hukum. Jalan pikiran LSM, tentu selesai bahwa ini dalil yang 
harus dibatalkan. Tapi prosesnya kemudian masuk ke parlemen, di 
parlemen fraksinya macam-macam pikirannya tentang 1965 itu, ada 
yang merasa iya, ada yang merasa tidak. Kenapa menjadi begitu? 
Karena tidak ada public address yang dengan urgent yang maksi-
mal untuk penegakkan hukum, kepastian keadilan. Negara curang 
sebetulnya. kenapa dia curang? Karena dia menghitung efek nanti 
di dalam elektoral politik. Nanti kita dibilang pro-komunis, anti islam, 
padahal basis konstitusi saya adalah Islam. Jadi anggota DPR 
menghitung itu sebetulnya, hitung next game dia secara politik, bu-

kan hitung prinsip bahwa harus ada kepastian dalam menyelengga-
rakan dalil-dalil bernegara. 

Sekali lagi soal LGBT itu adalah, apalagi kalau kita bilang de-
mokrasi, demokrasi itu termasuk mengakui jenis perbuatan warga 
negara yang selama ini belum diakui. Jadi kan cuma perkemban-
gan  dari moralitas, dulu kita anggap misalnya kalau begitu nanti or-
ang akan bilang ya perempuan dulu dianggap sebagai bukan sub-
jek, tetapi ethics evolve, etika itu tumbuh. Dulu budak bukan subjek 
hukum tetapi kemudian peradaban menganggap dia subjek hukum, 
perempuan bukan subjek hukum akhirnya menjadi subjek hukum, 
anak bukan subjek hukum tetapi menjadi subjek hukum. Sekarang 
misalnya legal standing dari pohon mangga itu kalau mau ditebang 
oleh aparat, dia tidak bisa pergi ke pengadilan, tetapi WALHI bisa 
bilang saya adalah legal standing dari pohon itu, maka dia boleh da-
tang ke pengadilan untuk bilang saya ingin tidak ditebang. Jadi ada 
hak pohon untuk terus berbuah mangga, juga adalah ethics baru di 
dalam ilmu hukum. Hak air untuk terus bening, hak batu untuk 
keras, hak mawar untuk wangi dan berduri, jadi semua itu dilindungi 
oleh perkembangan akal manusia. Sewaktu-waktu mungin hak se-
mut untuk menggigit manusia mesti dilindungi. Sama seperti mis-
alnya kalau dulu ada cerita Buddha lagi jalan lalu salah satu 
muridnya meninggal, ditinggalin aja dipinggir jalan, murid yang lain 
bilang, guru ini mesti dikuburkan, guru bilang tidak perlu, tapi si 
muridnya merasa tidak enak dan dia menguburkan, kemudian si 
guru bilang mengapa anda memilih untuk memberi makan cacing 
ketimbang memilih memberi makan burung bangkai, dua-duanya 
bisa mati kalau tidak ada makanan. 

Jadi secara komunitas kita merasa jijik terhadap homoseksualitas, 
jijik dengan jenazah yang tidak ditanam, padahal jenazah yang ti-
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dak ditanam itu adalah hak dari burung bangkai untuk makan, kalau 
dia ditanam cacing kenyang, burung bangkai mati. Jadi cuma soal 
tafsir sebenarnya dalam upaya kita untuk membersihkan pikiran dari 
cultural effect , dari doctrinal effect dsb. Tapi itu memerlukan sekali 
lagi keterbukaan demokratis untuk berbicara. Jadi seperti tadi anda 
ucapkan sehingga kita bisa diskusikan. Sehingga bisa kita lihat di-
mana dimana kelemahan argumennya. Banyak yang tidak diucap-
kan tapi langsung datang dengan mobilisasi massa bahwa ini me-
nentang hukum akhirat. Negara tidak tau dimana akhirat? Akhirat itu 
urusan orang. Jadi jangan disamakan. Saya kira itu keterangannya. 
Feminist legal theory itu suatu gerakan sebetulnya yang dimulai kira-
kira tahun 50-60-an yang diawali justru oleh lawyer-lawyer perem-
puan yang merasa kok dia tidak bisa semewah profesi teman dia 
yang laki-laki, bahkan dulu dianggap perempuan tidak boleh masuk 
departemen ilmu hukum karena itu wilayah konflik yang sangat 
keras, jadi sebetulnya ini gerakan profesional pertama-tama. Tapi ke-
mudian bisa dibuktikan 2-3 perempuan lebih pintar dibanding laki-
lakinya dan menggugat bahwa dalam kurikulum hukum itu sendiri 
ada diskriminasi. Sama seperti diskriminasi dulu dalam ilmu gi-
nekologi misalnya, bahwa untuk jadi ginekolog dulu hanya boleh se-
orang laki-laki, karena dianggap tangan laki-laki yang mampu untuk 
menarik janin dari dalam rahimnya. Padahal perempuan lebih tau 
tentang anatomi secara ginekolog. Perempuan dia lebih paham 
karena itu sama dengan rahim dia. Laki-laki dikatakan secara kul-
tural tempatnya di publik, saya kira itu dibantah oleh teknologi. Saya 
bisa memasak karena ada microwave dan perempuan akhirnya me-
makai microwave juga. Padahal microwave pertama-tama dibuat un-
tuk keperluan laki-laki yang di kapal selam tidak boleh ada asap 
karena itu laki-laki harus masak, maka dibuatlah microwave. 
Sekarang justru peralatan itu diambil alih perempuan, jadi saya bisa 
bilang perempuan memakai peralatan laki-laki, diuntungkan. De-

mikian sebaliknya itu pengasuhan anak segala macam bisa dilaku-
kan dengan bantuan teknologi. Jadi dunia kita mengalami perkem-
bangan baik sebetulnya, tetapi mental kaum pria itu ingin selalu kon-
servatif. Saya berupaya meminta kawan-kawan saya yang pria un-
tuk berhentilah mengkonsumsi patriarki. Karena itu tidak ada 
gunanya, itu sama saja seperti melawan arus sungai. Kalau tidak 
bisa berenang jangan bermain di sungai. I’m a male feminist. 

Bob Soelaiman Effendi: 

Jadi saya tidak terlalu tau hukum Bu Melli, tapi saya ingin sedikit ber-
komentar soal hukum. Kita tau bahwasanya hukum di Indonesia ini 
dapat dibeli, mulai dari tingkat masyarakat terendah sampai yang 
paling atas, hukum bisa dibeli,  para hakim para jaksa itu ada harga-
nya. Artinya semua tau lah kita tidak usah menutup-nutupi. Dan bro-
ker pada transaksi-transaksi, ini sayangnya adalah temannya bu 
Melli sendiri, para pengacara, kita harus akui, kalau ada oknum 
yang merusak hukum di Indonesia adalah teman-teman bu Melli sen-
diri. Karena tentunya masyarakat awam apakah dia terdakwa, ter-
sangka, dia yang bela, tidak punya akses ke hakim dan tidak punya 
akses ke jaksa, yang punya akses hakim dan jaksa adalah penga-
cara. Jadi memang kalau Bu Melli marah-marah tentang masalah hu-
kum ini seharusnya Bu Melli marah-marahnya kepada teman-teman 
Bu Melli, saya tidak mengatakan Bu Melli seperti itu, seharusnya le-
bih banyak orang-orang seperti Bu Melli. Jadi sayangnya banyak 
pengacara senangnya cuma koar-koar saja di TV di Indonesia Law-
yers Club tapi tidak berbuat apa-apa. 

Saya salut apa yang dilakukan Bu Melli mencalonkan diri sebagai 
pimpinan KPK itu adalah hal yang bersifat konkrit, tetapi harus ban-
yak seperti Bu Melli. Fundamental asumsi kedua masalah hukum ini 
yang agak aneh, saya bukan ahli hukum sekali lagi saya katakan, 
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bahwasanya di dalam undang-undang kita, walaupun kita tau 
para hakim itu semuanya adalah bajingan, sorry to say, mohon 
maaf kalau ada yang tersinggung mudah-mudahan tidak ada 
hakim disini, bahwasanya mereka semua adalah pelacur, maaf 
juga, tetapi faktanya di dalam undang-undang mereka dianggap 
sebagai malaikat. Bahwasanya mereka tidak bisa terkontaminasi, 
bahwasanya keputusan ada ditangan mereka , apa sih sulitnya 
tiga orang hakim, dia memutuskan bersalah tidak bersalah, dia 
yang memutuskan berapa besar yang dijatuhkan, apa sulitnya 
menyogok tiga orang hakim kan sederhana. Jadi menurut saya 
kalau asumsi seperti ini, kita tau asumsi itu sudah salah, apakah 
tidak baiknya Bu Melli, bahwasanya kita merubah sistem hukum 
kita secara fundamental, jadi salah atau tidak bersalah tidak dipu-
tuskan oleh hakim, yaitu kita ambilnya sistem juri. Kenapa harus 
sistem hakim? Ini kan aneh bahwa kita tau semua hakim itu ada-
lah pelacur hukum, tetapi tetap saja diputuskan oleh tiga orang 
ini, apa sulitnya 100 juta kesini, 100 juta kesini, 100 juta kesini, 
300 juta untuk orang yang punya kasus rugi ratusan miliar apa 
sih 300 juta, nothing. Saya pernah langsung melihat gimana ne-
gosiasi kepada hakim, para pengacara ini, its all about money, 
tawar-menawar, negosiasi. Jadi menurut saya kalau kita memang 
seriously ingin merubah fundamental masalah hukum kita yang 
mudah dibeli. Artinya yang memang yang bisa bayar, bukan men-
cari keadilan. Jadi yang harus kita lakukan bersama-sama ada-
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lah mengubah sistem hukum ini, yaitu keputusan benar-benar salah 
tidak lagi di tangan hakim, adalah di tangan juri. Walaupun juri ini 
juga bisa disogok, tetapi kalau tambah banyak orang yang memu-
tuskan tambah sulit, misalnya ada 21 orang, silahkan saja menyo-
gok 100 juta 100 juta tidak ada masalah, tapi lebih sulit. Pertanyaan 
saya kepada Ibu Melli, seberapa sulitkah kalau kita ingin melakukan 
hal ini? Melakukan perubahan hal ini. Seberapa sulit kalau kita ingin 
mengubah sistem ini menjadi sistem juri saja seperti di Amerika.  

Yang kedua adalah saya merasa diri saya sebagai feminis, itulah ke-
napa saya mensupport Jurnal Perempuan, tetapi feminis yang saya 
anut adalah apapun juga kita manusia diatur dengan suatu alam se-
mesta ini, bahwasanya keseimbangan, balance. Jadi feminisme 
menurut saya bukan kesetaraan, tetapi keseimbangan. Karena ka-
lau kita merasa mencoba istilahnya untuk sejajar, sejajar ini na-
manya tidak seimbang. Keseimbangan itu cycle, ada sisi panas ada 
sisi dingin. Jadi masing-masing cycle punya fungsi dan tugas 
masing-masing yang tidak bisa overlapping. Ketika terjadi overlap-
ping maka akan berantakan jadinya. Dan ini diterapkan di alam dan 
it works. Jadi saya menganut feminisme saya, keseimbangan. Laki-
laki harus memastikan supaya keseimbangan itu terjadi, sehingga it 
works. Contoh sederhana saja, saya kebetulan muslim, mau men-
gambil contoh saja dimana keseimbangan ini sama di dalam Al-
Quran dijaga. Jadi sederhana saja, banyak masyarakat yang tidak 
terlalu paham tentang Islam itu merendahkan wanita, menurut saya 
tidak. Pertama, sederhana, jadi kita tidak bisa melihat memang dari 
sisi yang pendek saja tentang dunia. Kita tau di dalam hadist di da-
lam Al-Quran bahwasanya kunci sukses laki-laki di dunia adalah di 
keridhoan istri. Jadi artinya istri itu memegang kunci dunia pria, 
tetapi dikatakan dilain pihak  kebalikannya seorang istri tidak bisa 
masuk surga kalau suaminya tidak ridho, walaupun dia berbuat iba-

dah, sosial sebanyak mungkin ketika dia nanti mau masuk pintu 
surga, suaminya bilang maaf Allah saya tidak ridho sama istri saya, 
karena selama ini dia selalu membentak-bentak saya, maka Allah 
tidak akan mengizinkan istri itu masuk surga, artinya jadi suami me-
megang kunci akhirat istrinya, ini kan keseimbangan. Poin berikut-
nya mungkni yang pernah Haji Tawaf di Kabah itu ada kuburan kan 
itu kan kuburan seorang wanita. Jadi itu saja pesan saya bah-
wasanya saya sebagai feminis menganggap yang perlu diperjuang-
kan adalah keseimbangan. Karena adalah it’s the law of nature, bu-
kan kesejajaran. Itu saja, terima kasih.  

Gadis Arivia: 

Oke terima kasih banyak. Saya kira supaya bapak lebih banyak tau 
tentang Islam kebetulan saya dikasih oleh bu Musdah Mulia, buku 
tentang kesetaraan gender ya. Dan ini untuk bapak. Pertanyaan 
yang kedua. Silahkan.

Merry: 

Nama saya Merry. Kalau boleh ya bu saya mau menggarisbawahi 
bahwa tadi ibu Melli bilang tentang presentase-presentase di 
bidang publik ataukah di bidang hukum itu memang sangat sedikit 
sekali. Bisa tidak kalau saya mengambil kesimpulan bahwa sebe-
narnya akar masalah itu ada di starting point kita perempuan yang 
memang terlambat daripada laki-laki, misalnya dari segi pendidikan. 
Dan akhirnya jabatan-jabatan di sektor publik pun akhirnya kita juga 
jadi kalah jumlahnya dengan laki-laki. Saya dari UNPAD bu, saya 
merasa saya berdarah-darah juga menjadi doktor. Terima kasih.

Maghdalena: 
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Pada dasarnya sekarang ini power itu di tangan laki-laki. Tapi bagai-
mana pendidikan yang dimulai, tidak bisa memang sulit sekali, 
value yang berkembang itu berakar di balik kepala untuk diubah. 
Jadi pendidikan yang dari usia dini, jangan-jangan ini juga pesan 
buat kita, ketika nanti mempunyai keluarga atau apapun itu harus 
membuat satu pendidikan yang dimana ada equality diantara laki-
laki dan perempuan. Kalau dia tidak dimulai dari rumah, lalu melihat 
bahwa pekerjaan itu punya jenis kelamin, itu jadi berbahaya. Jadi 
ada jenis kelamin pekerjaan disitu, padahal pekerjaan tidak punya 
jenis kelamin. Persoalannya adalah bagaimana kesepakatan dan 
yang bisa melakukan itu siapa. Dan itu juga yang membuat ketika 
perempuan mempunyai penghasilan yang lebih tinggi, atau dia se-
betulnya dia menjadi winner, tetapi dia tidak diakui menjadi winner. 
Karena apa? Karena dia adalah seorang perempuan. Padahal kalau 
tadi ibu Melli bilang juga seperti tunjangan, pajak, itu kelihatan pro-
duknya disitu. Yang berarti seseorang yang melakukan peran dan 
fungsinya di wilayah publik, itu berangkat dari wilayah domestik. 
Makanya kalau anggota DPR melahirkan kebijakan yang sangat 
bias gender, karena itulah yang dia lakukan di rumah, tidak lepas 
dari itu kita bisa lihat. Jadi itu sangat mendasar, sehingga perspektif-
nya yang bahaya lagi mengeluarkan kebijakan. Kalau misalnya 
Jusuf Kalla, saya tidak tau itu menjadi kebijakan atau tidak, tapi 
mungkin wacana. Saya waktu diinterview radio swasta, itu bayang-
kan saya diserang juga oleh pihak pendengar, ibu tidak berpihak ka-
tanya, ini sangat menguntungkan perempuan. Saya tidak bisa salah-
kan begitu banyak perempuan yang berpikir seperti itu, karena me-
mang tidak ada pendidikan untuk gender perspektifnya. Jadi dia 
menterjemahkan kita sangat beruntung karena kita diberikan dua 
jam kompensasi. Saya pertanyakan begini, karena alasan Jusuf 
Kalla, begitu banyak persoalan anak-anak dewasa ini yang disebab-
kan ibu itu banyak diluar. Saya bilang, kalau nanti dievaluasi tiga 

sampai lima tahun lagi, kondisi anak tidak berubah atau jadi lebih 
buruk, akan diklaim perempuan. Itu gimana sudah dikasih kom-
pensasi tidak membaik juga persoalannya, padahal persoalannya 
begitu kompleks. Kalau misalnya dia berpikir sederhana, transpor-
tasi diperbaiki sehingga semua bisa pulang lebih cepat ke rumah, 
misalnya lihatnya begitu saja. Tapi kemudian juga tidak bisa melihat 
bahwa serangan-serangan eksternal bagi anak begitu banyak. 
Apakah juga menjamin ibu yang 24 jam di rumah, anaknya juga ti-
dak terkontaminasi dengan arus globalisasi yang misalnya dalam 
tanda kutip yang negatif. Itu harus ditanya juga. Artinya dunia maya 
yang sudah begitu masif, ini perlu pencegahan-pencegahan yang 
sebetulnya kita mempertanyakan kewajiban negara dimana. Den-
gan masuknya perempuan dalam bidang pendidikan tentu mereka 
juga mau memberikan sumbangsih pada negara. Tetapi tadi kalau 
dibilang perempuan tidak bisa bersuara, dengan bahasa laki-laki, 
ruang itu tidak diberikan kesempatan, karena di dominasi. Makanya 
banyak anggota DPR bilang tidak ada perempuan yang qualify ke-
mudian banyak masalah, lalu anggota DPR sekarang tidak bermasa-
lah? Apakah qualified? Itu perlu ditanya balik juga. Masalahnya itu 
yang paling mendasar. Saya pikir pendidikan pada keluarga yang 
didukung dengan bacaan-bacaan yang tidak bias gender dan itu 
produknya juga sampai pada dunia media yang juga kalau kita lihat 
perspektifnya laki-laki minded. Jadi kesetaraan itu menurut saya ba-
gaimana kesepakatan-kesepakatan itu dibuat. Kalau hukum dika-
takan sama, memang perempuan berbeda karena dia secara ko-
drati berbeda. Perempuan menstruasi, makanya di undang-undang 
tenaga kerja ada cuti haid, tidak ada cuti haid buat laki-laki. Artinya 
itu merespon juga keberatan perempuan dengan latar belakangnya 
dan punya kebutuhan yang berbeda. Itu saja dari saya, terima ka-
sih.
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Ria Ramli: 

Sebelum saya bertanya, saya tidak tau juga menanggapi isu 
wanita pekerja mendapat pengurangan jam kerja. Kalau boleh 
sedikit saya mengulas, kalau itu isunya dari pak JK, berarti pak 
Jusuf Kalla mesti jalan-jalan keluar Jakarta. Karena terus terang 
perempuan pekerja secara formal itu banyaknya di kota besar. 
Tetapi kalau kita berbicara di Sumbawa, di Lombok, bahkan di 
Bali, wanita juga bekerja, lebih laki-laki bahkan, tapi tidak di kan-
tor, tetapi dia jadi buruh bangunan, itu tukang-tukang di Lombok 
rata-rata wanita. Kalau memang mau begitu, apakah mereka 
dikurangin juga jam kerjanya? Jadi menurut saya itu terlalu 
konyol, saking konyolnya mungkin ditanggapin pun takutnya 
saya juga konyol menanggapi hal yang konyol sebenarnya. Jadi 
kalaupun nanti seperti mbak Melli bilang, ada tidak sih yang 
aware akhirnya membicarakan itu, selama ini mungkin hanya di 
dunia online saja berbicara itu, tapi tidak ada gerakan yang fak-
tual, yang orang demo lah atau apa, kalau ada saya diajak saja 
gatal juga ingin bicara. Gini mbak, pertanyaan saya, saya juga 
terus terang orang yang males berhubungan dengan hukum, me-
lihat polisi saja deg-degan, harusnya kan seneng ya, ketika meli-
hat polisi di jalan raya terus terang saya deg-degan. Apalagi be-
berapa hari ini ada razia. Akhirnya kemalasan saya terhadap hu-
kum otomatis membuat saya tidak tau, sebenarnya apa sih yang 
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terjadi di dunia hukum itu sendiri, karena saya sendiri bukan praktisi, 
saya itu cuma pengamat, dari jauh pula, tidak senang pula sebe-
narnya. Tadi mbak Melli bilang presiden kita tidak mengerti hukum 
secara praktis, makanya dia memberikan posisi-posisi hukum ke-
pada orang yang tidak diharapkan oleh orang-orang seperti mbak 
Melli, yang berpandangan hukum itu berjalan sebagaimana mesti-
nya. Ini dikaitkan dengan isu gender, isu feminisme. Saya mau tanya 
sebenarnya di dalam dunia hukum sendiri yang mbak Melli geluti 
sehari-hari tentu juga ada wanitanya. Dari sekian banyak wanita itu 
sendiri, sebenarnya seberapa banyak mereka punya kenginan un-
tuk memperjuangkan hak perempuan, soalnya ada juga perempuan 
yang cuek. Kalau kita mengharapkan seperti tadi, kita terlalu muluk 
pemerintahan Jokowi bisa merubah beberapa peraturan beberapa 
perundangan. Tetapi sebagai praktisi hukum sendiri, ada tidak 
pemikiran atau wacana yang dilakukan benar-benar oleh orang hu-
kumnya yang benar-benar mengerti. Kalaupun ternyata tidak ada, 
pesimis yang dipunyai mbak Melli, ditambah aku yang tidak men-
gerti hukum, aku lebih pesimis lagi kedepannya memang permasala-
han gender itu tidak akan tersentuh sama sekali oleh hukum. Terima 
kasih.

Fikriyah Rasyidi: 

Saya sangat antusias sekali dengan forum ini. Mau merespon yang 
pertama soal Islam, bu Melli juga sempat berbicara soal Islam. Kita 
tau bahwa dalam Al-Quran itu lebih banyak ayat-ayat yang univer-
sal. Kenapa universal? Karena harus ditafsirkan ulang. Seperti ayat-
ayat tentang perempuan itu juga universal. Ketika kita menafsikan 
Al-Quran kita harus melihat konteks ketika ayat itu diturunkan. Saat 
itu bangsa Arab sangat barbar, jangankan hak waris, hak hidup pun 
tidak punya. Jadi diturunkan lah hak waris yang tadinya hak hidup 

pun tidak punya, kemudian mendapatkan hak waris setengah, itu 
luar biasa. Banyak sekali kritik dari sahabat, dari orang-orang ter-
dekat nabi saat itu juga. Kemudian mengenai ayat pernikahan, an-
nisa ayat 4 itu, artinya nikahlah dua, tiga, empat. Karena ketika itu 
ada budaya satu laki-laki memiliki satu asrama perempuan, dan itu 
istrinya bisa tidak terbatas, kemudian dibatasi dua, tiga, empat, un-
tuk budak, yatim khususnya. Konklusinya dalam surat annisa ayat 4, 
sebenarnya kalau secara grammar dalam bahasa Arab, itu artinya 
semacam sindiran dan juga anjuran, kalau kamu sebetulnya tidak 
bisa bertindak adil. Kemudian kita lihat konteks yang lain, arrijalu, 
secara etimologi itu berarti yang berdiri, yang berdiri artinya yang 
tegak, dan yang tegak itu tidak berarti hanya laki-laki. Arrijalu disitu 
adalah orang yang secara tegas, membagi ini, ini, dan tidak plin-
plan. Kita lihat dalam sejarah, Fatimah itu adalah seorang 
perempuan-perempuan disekitar Nabi, Fatimah, Khodijah, Khodijah 
itu seorang business woman, seorang yang punya negosiasi yang 
sangat bagus. Dan ketika Fatimah memimpin perang Syifin, kemu-
dian dia juga membela hak-haknya di Karbala. Bahkan di wilayah 
domestik, ketika Fatimah berbicara, even Rosululloh, even Ali, even 
Hasan Husen, semuanya mendengarkan Fatimah, semuanya tidak 
berani untuk berbicara tidak. Dan jelas surat annisa ayat 4 itu kontek-
snya bukan secara gender laki-laki. Itu respon saya. Kemudian tadi 
ibu Melli sangat menarik sekali berbicara mengenai global victim hu-
kum perempuan. Saya tidak hanya melihat global victim hukum bagi 
perempuan, juga sekarang ini dalam konteks posmodernisme, kita 
melihat double job juga. Artinya perempuan mengalami banyak 
sekali tuntutan, dia harus kerja keluar membantu suami, kemudian 
dia juga dituntut menjaga keseimbangan domestik, menjaga anak-
anak, suaminya, pasangannya, wilayah sosialnya. Kebayang satu 
tubuh perempuan, kita tidak bisa memungkiri tidak lebih kuat secara 
fisik daripada laki-laki. Tapi sedemikian berat tanggung jawab dan 
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pekerjaan yang dituntut agar kita semuanya bisa. Di rumah kita 
jadi menteri keuangan, di luar kita juga harus dealing pada bos 
kita. Kemudian awalnya saya seperti orang awam pada 
umumnya, melihat bahwa ada wacana pak Jusuf Kalla men-
gurangi dua jam. Sebagai orang awam, ini adalah sesuatu yang 
angin segar bahwa saya mungkinmelihat dari sudut pandangan 
yang berbeda bahwa pak JK ini mengerti bahwa ‘yasudahlah per-
empuan, kita tidak menuntut kamu banyak-banyak, kamu ada dis-
pensasi, ada semacam hadiah, ada  penghargaan, kamu 
dikurangi dua jam’. Bagi saya itu sesuatu yang terima kasih. Tapi 
banyak kemudian banyak respon bahwa itu mengafirmasi bahwa 
perempuan hanya di wilayah domestik. Kalau dari ibu Melli sen-
diri, sebenarnya harus bagaimana menyikapi perempuan yang 
tidak hanya double victim hukum, tetapi double job. Hukum yang 
ideal itu bagaimana? Pak Jusuf Kalla juga ternyata banyak yang 
mengkritik. Kemudian satu lagi. Kita tau bahwa perempuan yang 
perkasa, yang sangat pintar, cerdas, ini juga saya sangat nge-
fans dengan bu Gadis Arivia, sering juga lihat di youtube, mung-
kin bisa menjawab juga. Saya baru menikah, dan saya ingin ke-
luarga saya bahagia, saya ingin jadi istri yang baik, tapi saya 
juga ingin sebagai individu perempuan yang aktif di masyarakat 
dan wilayah akademis. Bagaimana menjaga keseimbangan itu? 
Terima kasih.
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Melli Darsa: 

Saya senang, at least, ada diskusi artinya ada ketertarikan dengan 
masalah-masalah ini. Dan saya pikir juga, saya kadang-kadang be-
berapa hal apakah itu masalah culture barrier atau saya yang 
kurang demokratis memang saya juga ada hal dalam konteks ini 
kadang-kadang tidak gampang untuk dibicarakan. Tetapi saya rasa, 
kita ini forum intelektual, jadi kita open minded dalam beberapa hal. 
Mungkin berkaitan dengan pertanyaan bapak, jadi tidak usah minta 
maaf pak bahwa hukum dapat dibeli, kalau semua orang-orang itu 
brengsek semua, termasuk teman-teman saya, memang itu keluhan 
saya. Tapi tadi pertanyaannya adalah seberapa sulit kita mengubah, 
karena bapak sudah muak betul dengan hakim-hakim ini, sudahlah 
mereka jangan diberikan kekuasaan apapun juga, berikan itu ke-
pada juri. Ini mengenai masalah dalam dunia itu ada pihak yang 
menjadi hakim, sebenarnya adalah suatu tradisi kalau kita melihat 
daripada kitab-kitab suci. Sudah ada dari dulu. Dimana mungkin 
hakim itu adalah ajalnya sendiri. Sebenarnya hakim itu its just a term 
untuk mengatakan kalau ada dua pihak yang bersengketa, maka ha-
ruslah ada seseorang yang menjadi pihak yang melihat dan mem-
berikan keputusan yang adil, benar, dan bijaksana. Kita tau cerita 
nabi Sulaiman dengan seorang ibu yang berkaitan dengan 
anaknya. 

Jadi kalau kita dulu fungsinya hukum. Fungsinya adalah menghasil-
kan keputusan tertentu. Berkaitan dengan mengubah sistem, saya 
rasa perkembangan teori tentang kekuasaan, dimana itu adalah raja 
kemudian menjadi suatu republikan. Maka tentu kekuasaan itu 
terpecah-pecah. Dimana pada dasarnya muncullah trias politica, di-
mana ada yang memerintah, ada yang membuat peraturan legislasi, 
dan ada juga yang lalu kemudian menjadi pihak yang untuk mem-

berikan keputusan untuk melihat apabila terjadi sengketa atau ada 
peraturan yang bertentangan atau kepentingan yang bertentangan. 
Dimana itu adalah suatu konsep yang baku, sebenarnya itu sudah 
tidak bisa ditolak dalam konteks suatu negara dimana ada pemisa-
han kekuasaan. Dalam hal itu, sebenarnya tentang sistem adalah 
saya rasa dari zaman dulu memang intinya kalau ada sengketa ha-
rus ada yang memutuskan. Tapi kalau kita bicara trial by a jury, jadi 
mungkin saya harus koreksi sedikit ya pak, kalau di Amerika itu 
yang menggunakan juri adalah dalam hal crimes tertentu, dimana 
dia berhak untuk diadili twelve people. Tetapi sebenarnya tetap ada 
fungsi hakim untuk memastikan bahwa prosedurnya dilakukan den-
gan baik. Jadi saya pertama harus koreksi, bahwa juri itu tidak te-
pat, misalnya dalam peradilan berkaitan dengan masalah perkawi-
nan dan anak. Ada tuduhan hal-hal yang bersifat yang sangat 
pribadi, maka itu tidak tepat untuk diberikan kepada juri, bahkan ti-
dak tepat diberikan pada panel. Maka kalau crimes report itu bias-
anya adalah pertama tertutup, dan dia biasanya seorang hakim. 
Jadi mungkin saya harus mengoreksi dulu bahkan di America pun 
juri tidak untuk setiap hal. Tapi bapak tidak memikirkan bahwa sebe-
narnya siapapun bisa dibayar termasuk jurinya. Memang baiknya 
untuk tindak pidana yang mewakili kepentingan umum maka tidak 
dipercayakan kepada hakim saja, tetapi kepada juri. Kalau saya ti-
dak salah itu mengenai tentang sistem juri itu tidak dikenal dalam 
sistem Eropa. Jadi pada dasarnya sistem hukum di dunia itu pada 
umumnya dibagi menjadi dua, tradisi Anglo-saxon, common law, 
dan tradisi Eropa kontinental, namanya civil law. Lalu kemudian ada 
yang mengatakan tradisi sosialis, tapi sebenarnya karena terjadinya 
juga pergerakan kepada market economy even the socialist country 
like Chinese, sebenarnya akhirnya mengadopsi juga prinsip-prinsip 
ekonomi dan mereka kemudian tunduk dalam sistem dimana  
mereka akan memilih diantara keduanya. Makanya China walaupun 
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dia socialist legal system, tetapi dia tetap merupakan bagian dari 
civil law system. Bedanya adalah dia lebih menganut pada Jerman, 
karena ada tiga tradisi dalam Eropa kontinental yaitu Belanda, Jer-
man, dan Prancis. Dan sebenarnya secara umum yang dianggap 
paling umum itu Jerman daripada Belanda dan Prancis. 

Berkaitan dengan itu, ini masalahnya kita ada sistem, jadi seperti itu 
tidak gampang dirubah, kalau menurut saya adalah memang ini ada-
lah challenge yang sangat besar berkaitan dengan manusianya. 
Saya sudah bilang tadi, keluputan dari reformasi selama ini adalah 
tidak mengikutsertakan dalam formula pembenahan itu dengan ad-
vokat. Bahkan tadi saya baca tentang lagi-lagi organisasi profesi hu-
kum KAI menggugat ke PTUN karena ingin diakui sebagai organ-
isasi profesi advokat selain PERADI. Dan itu ada sejarahnya juga. 

Jadi memang betul profesi kami ini advokat ini, profesi krisis. Tetapi 
kita tidak usah jauh-jauh bertanya kenapa sih orang tidak peduli? 
Saya ini di law firm ya, saya punya pegawai banyak, saya bukannya 
juga tidak mengundang mereka kesini hari ini, tapi what is it? A lot of 
people don’t care. They don’t care, mereka merasa what can one 
person do? Dan itu sangat-sangat disayangkan apatisme yang ter-
jadi, dari dulu bangsa kita apatis makanya kita lama suka dijajah 
sama orang. Tetapi yang disayangkan sekarang kita sudah punya 
demokrasi, punya keterbukaan, punya kemakmuran, ternyata masih 
juga apatis dan tidak menyadari banyaknya permasalahan yang 
ada. Jadi sebenarnya adalah tidak sebegitu mudah untuk meru-
bahnya, tapi saya mencatat, saya setuju. Basicly adalah begini, ka-
lau saya akan bilang, tapi saya masih berkeyakinan sebenarnya ada 
hakim-hakim di level tertentu masih ada. Tapi bahwa mereka tidak 
bisa menentukan membawa perubahan. Dan juga memang panel 
dari tiga hakim itu  yang membuat sulit. Karena harus tiga-tiganya 

baik. Lalu kemudian belum lagi ketua pengadilannya. Jadi berkaitan 
ini tidak semudah itu, berarti kita menyadari bahwa manusianya ha-
rus dibenahi. Setau saya ada persetujuan antara Mahkamah Agung 
dan Komisi Yudisial berkaitan dengan perilaku yang diharapkan 
oleh hakim. Dan juga mereka sebenarnya harusnya bisa dikenakan 
sanksi. Tapi ini juga lah kesulitan daripada kita, salahnya kita, seha-
rusnya kalau di sistem civil law itu, hakim itu sebenarnya secara ad-
ministrasi di bawah yang namanya Departemen Kehakiman. Dulu 
ada yang mengatakan seolah-olah untuk fully independent dia ha-
rus menjadi terpisah. Tetapi permasalahannya adalah kalau dia ma-
sih diisi oleh orang-orang yang sebagian besar bobrok, dia sama 
sekali terpisah, bagaimana ada mekanisme yang membuat dia me-
mang punya disiplin yanga lebih baik. Padahal kenyataannya me-
mang hakim itu dia lulus dari fakultas hukum langung bisa jadi 
hakim. Jadi mentalitas dia adalah memang mentalitas yang sebe-
narnya harus dibina dan diayomi oleh suatu pihak. Bukan berarti 
dipengaruhi putusannya, tetapi dia harusnya bisa diayomi supaya 
mereka membenahi dirinya sendiri, mereka belum mampu. Itu yang 
kita lakukan adalah mengawasi hakim sehingga mereka menjadi 
lembaga negara. Dan itu berbeda dari setiap negara civil law 
manapun. Karena di dalam civil law ada yang berbeda, hakim itu bu-
kan pencipta hukum, dia itu hanya administrator yang harus mem-
baca menerapkan hukum sebagaimana adanya, dengan memperha-
tikan yurisprudensi yang well standing, yang well establish.  

Sebenarnya begitu banyak proses yang harus dibenahi dari segi 
sistem, dari segi gaji, mereka sekarang sudah memperbaiki gaji, 
jadi sekarang hakim yang sudah lulus pendidikan hakim sudah da-
pat gaji 8 juta, which is itu komparabel dengan gaji di law firm. Jadi 
sebenarnya itu pun sudah diperbaiki. Tapi apakah pasti kita akan 
melihat perbaikan. Makanya saya mengerti adanya kefrustasian 
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bahwa sudahlah tidak usah dipercaya, karena basicly juga 
masyarakat melihat  semua masalah ini. Jadi ini permasalahan yang 
memang sulit dan tapi saya catat saja. Tapi mungkin Ondi bisa mem-
bantu.

Bob Soelaiman Effendi: 

Bu benar tidak sih saya pernah dikasih tau katanya hukum di Indone-
sia itu agak sedikit banci karena antara perpaduan continental law 
dan anglo saxon, jadi tidak tegas.

Melli Darsa: Betul, nanti saya juga bisa berbicara tentang itu. Itu 
proses how we make our lost, yang banyak salah.  

Ondi: 

Oke, kalau saya lihat sebagai praktisi. Pada akhirnya you have to 
live with your idealism. Yang harus kita lakukan adalah kita tidak 
akan pernah mau menerima memeras satu sen pun. Kenapa orang 
lain melakukan itu? Karena itu easy money. Untuk mengawal di pen-
gadilan pak klien atau ibu klien, saya perlu 1 M, dikasih 1 M oleh or-
ang ini, lawyer nya ngasih 100 juta, the remaining 900 juta masuk ke 
kantong lawyer. Ya begitu, maksudnya mereka kaya. Realita yang 
berbicara. Makanya saya bilang tadi, living with your idealism, it’s 
very tough, hard and expensive. Yai itu saja.

Melli Darsa: 

Mengenai tentang sistem hukum kita, yang memang saya sangat 
sayangkan sistem pembenahan dan perbuatan legislasi sebagian 
besar hukum-hukum, dalam banyak hal sepertinya, ekonomi, pemer-
intahan, dsb. Kita banyak dibantu oleh legal expert dari negara-
negara common law, alias Amerika Serikat dan Australia. Tradisi ini 
sudah ada sejak saat kita memang menjadi orang yang sangat 

nurut pada World Bank dan IMF. Teori dari World Bank dan IMF ada-
lah bahwa kalau kamu mau punya ekonomi yang maju, kamu harus 
punya hukum yang sama seperti yang investor pada umumnya tau 
di financial center.  Yang kebetulan financial center itu adalah Ing-
gris dan New York, alias common law. Oleh karena itu betul sekali 
yang terjadi kita mengadopsi beberapa prinsip-prinsip yang sebe-
narnya tadinya alien, tidak ada. Tapi beberapa hal tidak merugikan, 
misalnya fiducia duty of directors, kewajiban fiducia bahwa dia 
punya personal life, punya pribadi, karena dia adalah orang yang 
dipercaya. Kepercayaan fiducia itu dia harus bertanggung jawab 
sampai harta  pribadi. Padahal konsepnya PT itu kan pemegang sa-
ham tanggung jawabnya terbatas, tapi kenapa direksi harus? 
Karena dia adalah yang dipercayakan untuk menjalankan itu sehari-
hari. Jadi kalau sampai dia menyalahgunakan badan hukum itu, un-
tuk kepentingan yang bukan kepentingan terbaik perusahaannya, 
maka dia wajib untuk menanggung rugi, karena artinya dia tidak 
menjalankan kewajiban fiducia nya, itu konsep dari common law. 

Konsep seperti itu, itu tidak buruk. Tapi ada banyak hal di sistim kita 
yang masih masalah. Kenapa? Karena sistem kita itu menjadi 
tumpang tindih. Saya mau cerita pengalaman China. Saya kebetu-
lan mengetahui tenatng hukum China karena saya sempat belajar 
disitu. Di China pada tahun 1992, dia memutuskan menjadi market 
economy. Bayangkan dia harus menciptakan hukum dan peraturan 
yang begitu banyak untuk memastikan pertumbuhan ekonomi. Dan 
dia lakukan. Tapi bedanya dia punya tradisi confusianisme, scholar, 
jadi dia punya ahli-ahli dan dikumpulkan, orang-orang ini mungkin 
ratusan dan mereka disuruh baca semua sistem, bahkan sistem In-
donesia pun, yang dianggap bagus dia contek, tapi dia berkon-
sekuensi oke saya mau lihatnya mazhab Jerman, lalu mereka cari, 
mereka buat peraturannya. Lalu kemudian bukan itu saja yang dia 
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buat, dia buat yang namanya judicial interpretation, jadi dia tidak 
pernah mengeluarkan peraturan, sebelum dia keluarin istilahnya 
adalah semacam buku pintar untuk hakim mengambil keputusan un-
tuk peraturan-perturan itu. Jadi kalau ada perkara, si hakim itu ting-
gal lihat disitu. Makanya walaupun di China ada korupsi, tapi dia 
tetap, kalau kita baca putusan hakimnya, bermutu dan bagus. Dan 
dia bagusnya apa? Setiap enam tahun dia perbaiki hukumnya, bela-
jar dari pelajaran. Jadi company law itu sudah direvisi tiga kali di 
China sejak 1992. Dan mereka lakukan sendiri bukan didikte IMF 
dan World Bank. Susahnya kan begini di Indonesia, kalau bukan 
bule tidak ada yang mendengar. Jadi memang banci benar, tidak 
konsisten dan itu menimbulkan ketidakpastian. 

Soal pendidikan yang ingin menanggapi. Jadi, berkaitan dengan ini, 
mungkin ini banyak dianalisa sih sebenarnya. Kenapa sih fenomena 
yang terjadi pada saat lulus dia dari kuliah, presentase antara per-
empuan dan laki-laki adalah sama. Tetapi pada saat kita melihat di 
level paling tinggi, ternyata presentase dia bisa turun menjadi 3-
10% saja dari 50%. Itu membantah argumentasi bahwa pendidikan 
semata-mata, di level itu ya, saya tidak bicara dengan orang tidak 
punya pendidikan basic saja pasti itu menjadi permasalahan. Jadi 
ini sebenarnya, perempuan itu bagaimanapun dipengaruhi oleh hal-
hal yang mungkin bersifat kultural ataupun yang dalam psikologis 
dan emosional. Dimana menurut suatu studi, jadi memang ada be-
berapa hambatan yang menghentikan langkah perempuan menca-
pai puncaknya. Pertama, hambatan yang sifatnya struktural. Ka-
takan memang di tempat kerja itu, cara mereka mengatur pegawai-
nya sedemikian rupa, sehingga perempuan akan lebih suit behasil 
dibandingkan laki-laki. Misalnya begini, mereka adalah suatu ke-
luarga yang suami dan istrinya bekerja, tapi ternyata kenyataannya 
si perempuan itu tetap menjadi pihak yang leih punya beban besar 

berkaitan dengan anak. Seandainya di tempat kerja itu tidak difasili-
tasi dengan policy bahwa kamu boleh pulang cepat, yang namanya 
mommy track carrier, atau misalnya ada penitipan anak, maka itu ke-
mungkinan besar akan menghambat orang itu. Dan dia akan menga-
takan its way too hard karena tempat dimana saya bekerja, tidak 
membuat saya bisa memenuhi apa yang saya memang ingin laku-
kan untuk menjadi ibu dari anak-anak saya, jadi ada hambatan yang 
struktural. Ada juga berkaitan dengan masalah lifestyle, dimana 
kurangnya kebijakan dan proses yang mendukung dari perempuan 
untuk dapat menyeimbangkan antara pekerjaan dan minat-minat 
yang disukai di luar pekerjaan. Itu masalah yang agak sama juga. 
Selain itu ada sifat yang mindset institutional, misalnya begini, direk-
tur teknik itu cocoknya perempuan, itu kan mindset ya, jadi pada 
saat lalu putusan itu dibuat oleh pemegang saham adalah, yang co-
cok ini adalah perempuan, karena seolah ini adalah lebih tepat un-
tuk perempuan.  Jadi job-job tertentu itu hanya jatuhnya misalnya, 
perempuan itu cocoknya jadi corporate director, tapi kalau jadi CEO 
nya kurang pas, itu kan institutional mindset. Kemudian selain itu, 
tapi sebenarnya permasalahan yang utama datang dari perempuan 
itu sendiri. Bisa jadi suatu tempat masalah ini sudah berubah, si pe-
rusahaan ini sudah baik, peraturan sudah mendukung, policy sudah 
mendukung, proses sudah mendukung, kok tetap perempuan itu ti-
dak maju. Ternyata hambatan terkahir adalah individual mindset. 
Apalagi kalau dia adalah perempuan yang sudah menikah, besar 
kemungkinannya dia tidak mau lebih sukses dari suaminya. 
Akhirnya dia akan menghambat karena dia mengatakan saya tidak 
pantas dong lebih maju dari suami saya. Saya alami sendiri di kan-
tor saya. Saya melihat banyak perempuan-perempuan bahkan 
suaminya sama-saam di bidang hukum, mereka menghambat diri-
nya, karena mereka merasa kalau terlalu sukses tidak enak dengan 
suami saya. Apalagi kalau misalnya manfaat ekonomisnya tidak ter-
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lalu drastis, kalau memang menjadi sangat tinggi, dia baru bilang 
worth it.  Worth it saya lebih, karena im getting benefit for my family, 
lalu dia mengatakan I feel fine. Mungkin itu yang terjadi pada saya, 
pada waktu itu saya dalam suatu perkawinan, pasangan saya di 
bidang LSM. Tapi intinya adalah kita menyetujui bahwa more income 
memang sangat materially justified for anybody to say she is able to 
make the family enjoy things dengan pekerjaan dengan gaji tinggi. 
Maka itu juga diterima oleh mayarakat. Tapi masyarakat juga berpiki-
ran kalau uang segitu jangan deh mendingan di rumah saja. Pada-
hal kan perempuan pada carrier track belum tentu muncul cepat. 

Bayangkan saja kita lulus kuliah 22-24 tahun, kalau sudah punya pa-
car dari kuliah langsung kawin. Jadi kita baru sibuk kerja lalu kita ha-
rus menikah, tapi umumnya pada saat kita seharusnya fokus pada 
pekerjaan, kemudian kita punya anak dan menjadi susah. Jadi saya 
mengatakan pendidikan secara umum betul, tapi dari secara middle 
class itu sebenarnya terbukti banyak hal, pertama harus tetap kerja, 
tapi kitanya sendiri harusnya didukung. Kalau kita punya visi ten-
tang diri kita, kalau pasangan kita tidak menshare disitu, kita tidak 
akan happy. Makanya kalau saya itu, how you become what you 
are, you pick the right person, it’s not because someone is better 
person, it’s because you have pick the right person, and you are 
bless. Umumnya memang laki-laki egonya juga besar. 

Kemudian tentang JK, ini pertanyaannya menarik ya. Kalau dipikir 
siapa sih yang dirugikan dengan pengurangan jam kerja 2 jam. Pem-
beri kerjanya kan, perusahaannya kan. Asumsinya perempuan tidak 
punya perusahaan, perempuan tidak ada yang pemberi kerja. Be-
gitu dong logikanya. Itu paradigmanya sudah salah. Paradigmanya 
seolah-olah, pertama perempuan hanya pekerja, padahal banyak 
perempuan itu manajer dan pimpinan. Dengan hal ini saya wajib pu-

lang lebih cepat, saya wajib mengurus anak, Tapi mungkin saya pu-
lang lebih cepat akhirnya ke mal juga. Jadi permasalahannya ten-
tang masalah ini kita harus hati-hati. Karena kadang-kadang kita jadi 
suka lupa sendiri ini bagus atau tidak. Tapi sebenarnya secara 
umum adalah suatu hal seperti itu sangat amat tidak baik untuk dia-
tur. Karena apa prinsipnya? You should not tell your citizen what they 
should be doing with their life. Intervensi kan. You have to go home 
and take care of your kids kan itu artinya instruksinya bagi perem-
puan. Is that right? Is that right negara mengatur? Tidak kan. 

Kedua, ada hal-hal yang akhirnya merugikan perempuan sendiri. Pe-
rusahaan kan its business oriented dong. Kalau pemerintah saya ti-
dak mau membicarakan pemerintah, tapi kalau bisnis dia have to 
make money. Kalau kita mau make money saya rugi punya pegawai 
perempuan. Saya jadi I will hire more man because lebih mengun-
tungkan. Dan si perempuannya dirugikan padahal dia sebenarnya 
mau bekerja. Jadi lebih banyak yang rugi daripada tidak. Dan inti-
nya adalah bukan itu permasalahan yang benar. Permasalahannya 
adalah kenapa orang pulang jadi lambat, kenapa orang pulang ti-
dak fokus dengan family. Lihat Australia, kalau kita lihat di Australia 
jam 5 sore itu sudah mati kotanya. Its because actually people go 
home on time and they go home and take care of the family. Jadi bu-
kan berarti karena pekerjaannya, tapi its actually bagaimana negara 
membuat efficient economy. Tidak fair perempuan tidak berpartisi-
pasi dalam proses yang menguntungkan dia. Dan juga berkaitan 
dengan masalah ini semua adalah sebenarnya we have other prob-
lem. Saya juga pernah bekerja di luar negeri. Orang Indonesia itu 
kerjanya tidak efisien. Lama tapi tidak efisien. Mereka tidak tau how 
to focus on the work. Coba kita lihat perusahaan Jepang.Toshiba 
pernah jadi klien saya, datang suatu ruangan besar pakai meja pan-
jang, dua meja panjang, terus orang duduk tidak ditutupi pakai 
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sekat, jadi ruangannya murah sekali, jadi dia duduk berhadap-
hadapan tidak mengobrol, kerja saja. Coba kalau orang Indonesia,  
“pergi starbuks yuk, makan siang yuk”, belum apa-apa sudah kehi-
langan 3 jam. Jadi dulu saya ingat bekerja di suatu law firm sebagai 
pekerja, saya tidak pernah makan siang, karena saya ingin pulang 
on time, pulang on time juga sampai rumah jam 7. Tapi orang kan 
budayanya sebenarnya karena ekonominya tidak efisien, transpor-
tasinya tidak efisien. Jadi itu permasalahannya. 

Lalu juga jangan laki-laki lupa dong maunya enaknya saja. Di satu 
pihak kalau saya ingat ibu saya, dia bahagia, intinya bapak kerja 
menghasilkan uang, ibu mengurus rumah, anak-anak semuanya 
beres, dan pokoknya ibu bisa memastikan bahwa bapak akan meny-
ediakan semuanya yang diperlukan, apapun juga. Kalau sekarang 
kan tidak, kenyataannya mungkin income nya si pria tidak cukup un-
tuk memenuhi hal-hal yang mungkin dianggap mendasar. Yaitu men-
jadi susah kan, karena kita konsumerisme. Jadi kan memang harus 
double income. Tapi di satu pihak, perempuan sudah bantu, tapi si 
laki-laki tetap tidak bantu dengan rumah tangga. Saya punya beban 
perempuan banyak di kantor. Permasalahannya dia harus mengu-
rusi ambil rapor, apa segala macem, padahal saya tau nih dalam 
satu kasus, suaminya lagi tidak bekerja sedang mengambil gelar 
Doktor ke luar negeri. Pasti dia tidak selalu tiap hari ke kantor. Tapi 
tetap perempuan yang harus repot. Ini kok lagi-laki tidak tau diri, pa-
dahal secara financial sudah dibantu, seharusnya urusan rumah 
tangga dan anak juga harus  bersama-sama ada agreement. Jadi 
itu sebenarnya yang berkaitan dengan 2 jam itu sama sekali bukan 
solusi. Dan itu menunjukkan gender law itu very difficult. Tapi kalau 
sampai nanti diskursus nya salah arah kita harus demo, tapi with the 
right reason. 

Gadis Arivia: 

Pertanyaan terakhir tentang bagaimana menjadi istri atau ibu yang 
baik. Kalau saya sih merasa bahwa kita bukan berangkat menjadi 
istri atau menjadi ibu yang baik atau menjadi bapak yang baik atau 
menjadi suami yang baik. Tapi kita berangkat bukan konsep ibu, 
konsep istri, konsep suami, tapi kita berangkat dari konsep manu-
sia. Apa sih yang membuat kita menjadi manusia? Karena itu adalah 
pertanyaan yang sangat fundamental sekali, yang menjadi dasar un-
tuk acuan kita dalam membuat hukum, atau  mau perform di bidang 
publik misalnya. 

Jadi kita bertanya tentang apa yang disebut menjadi manusia itu. 
Pertama-tama kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai 
manusia itu menjadi subjek, bukan menjadi objek. Bahwa kita men-
jadi subjek. Lalu, kalau kita bertanya apa artinya menjadi subjek? Ya 
berarti kita bukan menjadi objek. Nah kalau kita menjadi subjek, itu 
berarti subjek yang bagaimana? Kalau kita mengikuti, banyak filsuf 
yang mengatakan menjadi subjek itu adalah manusia yang mempun-
yai pilihan-pilihan, pilihan dalam hidup. Setiap hari kita disodori oleh 
pilihan. Bangun pagi kita mau makan nasi goreng atau makan bubur 
ayam misalnya. Kita mau pakai baju A atau pakai baju B. Jadi manu-
sia itu tidak bisa lari dari pilihan-pilihan. Mau tidak mau, suka atau 
tidak suka kita selalu disodori oleh pilihan-pilihan. Nah, bagaimana 
manusia harus membuat pilihan yang baik, itu artinya dia harus 
mempunyai akal sehat, reason. Jadi manusia itu harus mempunyai 
akal sehat, mempunyai kemampuan untuk memilih yang terbaik 
buat dia, dan terakhir adalah bahwa manusia itu harus mempunyai 
tanggung jawab atas pilihan-pilihan dia. Dan bagaimana dia bisa 
bertanggung jawab atas pilihan-pilihan dia? Ya dia harus menjadi 
manusia yang bebas. Jadi 4 atau 5 kriteria menjadi manusia, men-
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jadi penting menurut saya, apakah anda itu seorang ibu, atau se-
orang istri, atau seorang suami, atau seorang pejabat, atau sia-
papun pejabat publik. Yang pertama harus kita definisikan adalah 
siapa kita sebagai manusia, konsep kita sebagai manusia. Nah, ini 
yang saya kira sering luput, karena kalau kita tidak sadar tentang 
diri kita apa, yang membuat kita menjadi manusia berbeda dengan 
binatang, atau berbeda dari objek. Yang menjadi masalah adalah 
kita sering merasa kita tidak memiliki pilihan, padahal selalu kita 
memiliki pilihan-pilihan hidup. 

Manusia juga memiliki freedom, dia adalah seorang subjek, itu se-
babnya dia harus eksis. Yang tadi kita bicarakan itu kan eksistensi 
sebetulnya. Tetapi selalu kita didefinisikan sebagai sesuatu yang ko-
dratiah, yang esensi. Semua orang memiliki kodratnya, tetapi untuk 
menjadi manusia, dia harus eksis. Jadi kalau kita sebagai istri, seba-
gai suami, atau sebagai apapun, kita harus kembali kepada definisi 
kita sebagai manusia yang eksis. Nah saya gak yakin bahwa perem-
puan maupun laki-laki, dia itu mau membuang hidupnya, didefinisi-
kan hanya sebatas definisi yang esensi itu, bahwa dia sebagai 
suami titik, atau dia sebagai istri titik. Dia kan ingin sesuatu yang le-
bih untuk menjadi eksis, untuk menjadi manusia yang hidup, manu-
sia yang bebas, dia kan ingin eksis. Nah saya kira pak JK itu sangat 
esensialis, jadi dia mendefinisikan perempuan sangat esensialis, 
sangat kodratiah, dia lupa bahwa perempuan juga ingin eksis dalam 
hidupnya. Dan sebetulnya kalau menurut penelitian, ya perempuan-
lah yang sangat eksis karena dia melahirkan manusia, oleh sebab 
itu dia sangat eksis. 

Jadi kalau ditanyakan apa nasihatnya untuk perkawinan anda dsb, 
ya berpikir aja tentang apa itu menjadi manusia. Karena kalau kita 
tau apa itu menjadi manusia, kita bisa rasakan dengan 

permasalahan-permasalahan ketidakadilan ini. Freedom itu juga 
menuntut bahwa kita menghargai martabat manusia. Jadi kalau mis-
alnya ada persoalan tadi yang anda angkat soal LGBT, kita tidak 
usah bicara soal hukum, kita tidak usah ngomong soal agama, kita 
ngomong soal dignity, kemartabatan. Bermartabat gak sih bahwa 
kita tidak mengakui yang lain? Itu aja mungkin pertanyaannya. 
Bahwa semua orang mempunyai hak untuk mencintai, dicintai, 
mencintai mereka yang berbeda agama, mencintai mereka yang 
berbeda etnis, mencintai bahkan sesama jenis. Itu kan dignity, itu 
martabat. Nah, manusia itu adalah manusia yang bermartabat. 

Aprileny (Guru High Scope): 

Bukan pertanyaan. Tapi saya cukup tergelitik dengan pengurangan 
2 jam kerja untuk perempuan terkait dengan pendidikan. Karena ka-
tanya ini berkaitan dengan persiapan masa depan Indonesia me-
lalui anak-anak bangsa. Saya guru. Dan saya sangat tidak setuju 
dengan pemotongan 2 jam kerja bagi perempuan. Karena begini. 2 
jam pemotongan jam kerja bagi perempuan kita kaitkan dengan 
transportasi, useless, tidak ada gunanya. Lalu kita hidup di dunia 
yang teknologi mempermudah kita. Guru itu punya buku pen-
ghubung, buku refleksi, buku segala macam agenda, tapi kalau kita 
tanya kepada anak, pernah kamu baca tidak? Tidak. Bahkan cuma 
butuh 2 menit untuk membaca, 2 menit bertanya, dan 2 menit untuk 
berrefleksi bersama anak, dan itu quality time buat anak, itu yang 
pertama. Yang kedua adalah, sibuk tidak masalah. Saya juga pu-
lang sampai rumah jam 7-8 malam tidak masalah. Tapi begini. Anak 
itu sangat didorong untuk maju jika orangtuanya tau bahwa ‘nak kita 
punya tujuan’, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, set the limit, selesai, anak 
tidak akan bermasalah karena dia tau bahwa dia didukung oleh or-
angtua. Lalu juga ada beberapa wacana bahwa sekolah sebaiknya 
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sampai jam 2 saja. Saya bertanya, dari segi tata kota dilepas jam 2 
mati, tidak ada kawan, tidak ada tempat belajar, secara hukum itu 
membuat anak berada di tangan penjahat kalau kita lihat kondisi hu-
kum Indonesia. Saya tidak akan melepas anak saya, anak didik 
saya, saya tidak akan lepas ke kota, padahal kota adalah pengala-
man belajar buat anak. Jadi secara segi hukum, Indonesia tidak pan-
tas untuk anak Indonesia. Jadi jujur ya 2 jam tidak manfaat. Karena 
sudah habis di hal-hal yang teknis dan orangtua Indonesia tidak per-
nah belajar untuk menjadi manusia mandiri bagi dirinya, dan dia ti-
dak belajar bagaimana menjadi role model bagi anaknya. anak tidak 
meminta macam-macam, anak cuma minta role model, be a father 
to me, be a mother to me, set the rule of good moral, bad moral, 
moral positif, moral negatif. 

Gadis Arivia: 

Tadi yang berbicara guru jadi kredibilitasnya tinggi. Kalau tidak sa-
lah ada penelitian bahwa anak-anak yang bermasalah justru dika-
takan ibunya berada full time di rumah, ada penelitian itu, tapi saya 
lupa sumbernya. Ada juga studi yang memperlihatkan bahwa ibu 
yang bekerja dan memiliki karir bisa memberikan contoh soal ke-
mandirian dan disiplin kerja. Ibu yang bekerja juga dituntut pandai 
dalam mengatur waktu. Menurut saya anak-anak menjadi baik atau 
dalam track yang baik bukan masalah ibu berada full time di rumah 
atau tidak, tetapi bagaimana ibu terlibat dalam kehidupan anaknya. 
Dan itu berarti ibu yang bekerja, sekarang dengan teknologi bisa 
berkomunikasi intens dengan anak selain di rumah, menyediakan 
quality time. Mendidik anak juga bukan semata-mata tanggung ja-
wab ibu tapi juga ayah, keterlibatan kedua orang tua. Mungkin perlu 
tulis surat kepada Wakil Presiden tentang perspektif seorang guru 
mengenai ini. 

Waktunya sudah habis, apalagi nanti kita mau yoga. Applause dulu 
untuk mbak Melli. Terima kasih banyak dan silahkan mencicipi hidan-
gan kita.
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